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INT TG

ANARNAL TETS PENDAFATAN YANG RBEEASNL DARI PEMERINTAH FUSAT DT
NALREAM TINGEAT T ,JAWA TIMUR

e tam amngisld dan melaksanakan pembangunan, masalahb
L R SR ) merupakan masalah  Femerintah  Daerah dalam
mengueabhakan sumber—-sumber penerimaan yang terbatas vyang
harus diusahakan oleh Daerah. FPenerimaan Asli Daerah
=ebagai penerimaan yang menggambarkan  kemampuan  daerah
dalam menggali sumber-sumber dana dari daerahnya sendiri,
kenyataannya masih kecil peranannya di  dalam menopang
tevangan daerah. Dalam pada itu uamumnya Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat T di Indonesia masih sangatl
tergantung  pada Penerimaan yang Berasal dari  Femerintah
Fusat,

Baerah Tingkat 1 Jawa Timur Jjuga mengalami knndisi
yang sama dengan Daerah Tingkat I lainnya di Indonesia,
dimana Fenerimaan Pemerintah Daerah masih sangAt
tergantung pada penerimaan pusalt. Mepurut data pada
Pelita IV penerimaan Pemerintah Daerah pada kenyataannya
masih sangat tergantung pada Pendapatan yang Rerasal dari
Femerintah Fusat, sekitar B0Z PFPenerimaan Pemerintah
Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berasal dari Frmperintab
Fu=at sedangkan Penerimaan Asli Daerah hanya menyumbang
sekitar 18% dari total penerimaan dasrah.,

Mengingat besarnya dominasi Fendapatan yang Rerasal
dari Femerintah pusat ini terhadap penerimaan dagvah maka
FPemerintah perlu memperhatikan kriteria pengalokasiannva.
Permasalahannya adalah, seberapa besar keterganbtungan
FPendapatan vyang Berasal dari Femerintah Pusalt dalam
menopang keuangan daerah sangat dipengarubi oleh faktor-
faktor yang sangat sulit ditelusuri dengan keterbatasan
data yang ada. Oleh karena itu dalam tulisar ini  akan
mencoba mengetahui faktor—faktor yang dapat mempengaruhi
Pendapatan vyang Berasal dari Femerintah Pusat di Daerah
Fingkat 1 Jawa Timur, dengan dibatasi pada heherapa
faktor yang dianggap mempunyai hubungan dengan Fendapatan
vang BRerasal dari Pemerintah Fusabt. Melalui alat bantu
skonometbrik maka dapat dibuktikan babwa Fendapatan vyang
RBerasal dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat T Jlawa
Timur dipengaruhi  oleh jumlah pegawai  daerah, Jjumlah
penduduk  murid Sekolah Dasar, usaha pajak daerah dan
FDRB/kapita.

.
2o
-

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
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~@UNIVERSITAS AIRLANGGA™

BAR I
SURABAYA

PENDAHUILUAN

1.1. Latar Belakang Maéalah

Dalam upaya mewujudkan suatu kerangka landasan
pembangunan vyang kokoh, sebagaimana telah diamanatkan
BBHN, diperlukan dana pembangunan yang cukup besar, baik
melalui mobilisasi dana masyarakat untuk investasi vyang
semakin meningkat, maupun melalui anggaran pendapatan dan
belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
baik AFED Tingkat I maupun APBD Tingkat 11.

Kehadiran pemerintah daerah diperlukan dalam rangka
memberikan jasa—jasa lokal yang menyangkut pembuatan dan
pemel iharaan jalan lokal, sarana irigrasi, air, listrik,
perumahan dan lingkungan hidup. pendidikan dan lain-lain,
yang semuanya membutuhkan dana untuk pembiayaanya.

Masalah keuangan daerahbh timbul karena keterbatasan
dana yang dapat dikumpulkan oleh pemerintab daerah untuk
memenuhi kebutuhan—-kebutuhannya. Sehubungan dengan
keadaan tersebut, maka diperlukan sumber penerimaan
daergh lain, salah satunya adalah bantuan dari pemerintah
pusat. Dengan demikian bantuan pemerintah pusat merupakan
salah satuy sumber penerimaan daerah yang penting seperti
yvang dikatakan oleh Susijati B. Hirawan sebagai berikut

", .. Masalah keuangan merupakan pckok permasalahan

bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi
masyarakat. Pertumbubhan penduduk yang cukUp_ tinggi
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vyang seringkali disertai dengan arus urbanisasi,
meningkatnya pendapatan per kapita dan taraf hidup
masyarakat, meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan
dan ketertiban kesemuanya merupakan faktor—-faktor
yang menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah
dalam penyediaan Jlapangan kerja dan pelayanan
masyarakat. Hal ini menyebabkan pengeluaran
pemerintah yang semakin tinggi. Di pihak lain sumber
penerimaan daerah vyang terbatas harus diusahakan
untuk  menutup kebutuhan-kebutuhan Lersebut. Dalam
keadaan seperti ini bantuan dari pemerintah pusat
menjadi bagian yang sangat pepting bagi keuangan
dagrah." 1)

Fernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Harrod R.
Alfred vang menyebutkan babhwa sebagian besar pendapatan
daerah di negara-negara sedang berkembang berasal dari
sumbangan pemerintah pusat. Menurutnya, keuangan daeran
di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia
pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut =
1. s=sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat
dimanfaatkan guna kepentingan umum di daerah; 2. sebagian
besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau
subsidi dari pemerintah pusat; Z. kontribusi pajak daerah
dan pendapatan asli daerah terhadap penerimaan dagrah
total adalah sangat kecil karena hampir semua pajak di

daerah telah dijadikan pajak pusat dan dipungut oleh

pemerintah pusat; 4. terdapatnya kontrol yang luas

T

1Susijati B. Hirawan,”Keuwangan DRaerah di Indonesia,”
Perspektif Daerah _dalam Pembangunan Nasional,." dalam Dr.
Prijono Tiiptoherijanto, Radan Otonom Economica FE -~ UI,
Jatarta, 1987, hal. 201.
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pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.?)
Besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan
‘- daerah 'yang tercermin dari subsidi pemerintah pusat ke
daerah, menjadikan énminasi pemerintah pusat tidak
terelakkan dalam pembangunan daerah. Hal ini akan terus
berlanjut sejauh pemerintah daerah belum mampu secara
optimal menggali sumber—sumber pendapatan asli daerabh.
Dari pengamatan APBD Tingkat I Propinsi Jdawa Timur
terlihat babhwa proporsi pendapatan asli daerah terhadap
total penerimaan daerah dari Pelita I hingga Pelita IV
Jebih kecil dibanding proporsi pendapatan yang bherasal
dari pemerintah pusat. Fada Tabel 1 terlihat bahwa
proporsi penerimaan asli daerah pada Pelita I bhanya
sebesar 16.6%9%. sedang pada Pelita 1I, III dan Felita IV
masing-masing sebesar 16,23%Z, 17,94% dan 17,88%4. Froporsi
Fendapatan dari Pemerintah Pusat terhadap total
pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat baik pada
anggaran rutin mauvpun anggaran pembangunan terhadap total
penerimaan daesrah pada Pelita 1 sebesar 80,11%. Pada
Pelita II proporsi pendapatan dari pemerintah pusat
terhadap penerimaan daerah meningkat menjadi 82,034 dan

pada Felita 111 dan 1V sebesar 80,97% dan 77 461%.

2Har‘rod R. Alfred, Local Goverment in Developing
Contries, seperti dikutip oleh Alfians Lains,"Pendapatan
Daerah dalam Ekonomi Orde Baru,” Prisma, No. 4, LP3ES,
1985, .
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d

Mesk ipun pada Pelita III dan Pelita v proporsi
pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat terhadap
-penerima&n daerah menurun, namun prosentasenya masih
besar yaitu diatas 752:
TABREL 1 '
PENDAPATAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PENDAPATAN ASLI

DAERAH DAN TOTAL PENERIMAAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
(dalam ribuan Rupiah)

' 'Fendapatan dari i Pendapatan Asli | Total :
i Pe-1Femerintah Pusat . Daerah 1 FPenerimaan |
r li—- ————— e e T T T B : Daerah :
i ta ! realisasi (Zthd.! realisasi |%thd.: (TPD) !
} : i TPRs_; & (LED. ;
v NS PSSR )

111 51.4659.997.B0,13! 10.752.368116,68; 64,472 .480

’

¢ 306.6596.199:83,10) 60.892.018B:16,30,

L] ’ ' t

1117} 973.6B82.607:81,042150.523.970117,941.1.201.441.6051

(] 1

)
36F.036.475)
]
1
]

L 1 1 s
IVT11780.9646.072177,4B41.7,.383.4646118B,0712.298.528.423
] 1 1 ]
Sumber: 1) Jawa Timur Membangun, . Pemerintah Daerah
Tingkat I Jawa Timur, diolah.
2) Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I
(Propinsi), BPS, Jakarta, beberapa penerbitan,
diolah. 3
3) Biro Keuangan dalam angka, Pemerintah Daerah
Tingkat I Jawa Timur, diolah.
Sehubungan dengan dominannya pendapatan vang

berasal dari pemerintah pusat bagi penerimaan daerah di
Fropinsi Jawa Timur, maka skripsi ini dimaksudkan untuk
menganalisis perkembangan sejumlah faktor atau variabel
yang mempengaruhi pendapatan yang berasal dari FPemerintah

pusat di Jawa Taimur.
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1.2, Ferumusan Masalah

Sebenarnya, banyak sekali faktor .yang dapat
mempengaruhi pendapatan vyang berasal dari pemerintah
pisat, akan tetapi tidak mungkin semuanya dianalisis pada
penelitian ini. Untuk meru&uskan masalah. dalam rangka
pengujian hipotesis, digunakan faktor - fakitor atau
variabel-variabel yang dianggap relevan dengan pendapatan
vang berasal dari pemerintah pusat.

Di Indonesia,’ pendapatan yang herasal cdari
penerintah pusat atau subsidi pemerintah pusat kepada
daerab selama ini cenderung hanya memperhatikan kriteria
kebutiihan dari pemerintah daerah vyang bersangkutanq.
Ralam hal ini pemberian subsidi dengan @mempertimbangkan
Jjumlah penduduk, banyaknya penduduk murid sekolah dasar,
dan banyaknya pegawai daerah otonom di daerah.
Pengalokasian subsidi pemerintah kepada daeralh sebaiknya
tidak banya memperhatikan kebutuban suatu daerah tetapi
pemberian subsidi sedapat mungkin juga harus
mempertimhangkan sejauhmana daerah yang telah diberi
=ubsidi melakukan peningkatan pendapatan asli daerah.
Dengan melihat hubungan antara subsidi pemerintah pusat
dengan usaha pajak (tax effort) dapat dilibat apakah

dengan adanya subsidi akan melemahkan ataukah

4Tirta Hidayat, "Aspek Pemerataan dari Subsidi
Regional,"” dalam Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Perspektif
Daerah dalam Pembangunan Nasional. Badan Otonom Economica
FE - UI, Jakarta, 1987, hal. 136.
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meningkatkan pengumpulan pajak di daerahﬁ. Disamping
faktor—-faktor diatas, pemerintah juga mempertimbangkan
aspek pgmerataan subsidi dengan melihat PDRB per capita
lsuatu daerahb. Daerab dengarn PDRR per capita tinggi akan
memperoleh subsidi yang lebih rendab dibandingkan dengan
daerah yang PDRR per capitanya rendah. Hal ini
dimaksudkan agar ketimpangan antar daerah tidak semakin
besar.

Dari uraian diatas, perumusan masalah vyang dapat
diajukan adalab sebagai berikut: adakah hubungan #Antara
Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat di daerah
Tingkat I Jdawa Timur dengan jumlah penduduk, perséntaae
penduduk murid Sekolab Dasar, persentase penduduklpegawai
daerah otonom di daerabh, usaha pajak daerah “dan
PDRR/capita. Kemudian perumusan masalah lagi yvang dapat
ditarik adalah apabila kelima faktor tadi ternyata
mempunyai pengarub terhadap Pendapatan yang Berasal déri
FPemerintah Pusat, yakni mana diantara semua
faktor/variabel diatas yang memberikan pengaruh paling
daminan terhadap Pendapatan yang Berasal dari Pemgrintah

Pusat di Daerah Tingkat 1 Jawa Timur ini.

1.5. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengubkur

5Suparmnko, Asas—asas IIlmu Keuangan Negara,., BPFE -
UGM. Yogyakarta, 1984, hal. 320.

“Alfian Lains, opscit, hal. 53
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pengaruh faktér—faktor atau variabel: jumlah
penduduk, persentase penduduk murid sekolah dasar,
persentase penduduk pegawai daerabh otonom, usaha
pajak daerah dan PDRR per kapita terhadap total
Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat.
1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan bagi
Pendapatan yang BRerasal dari Femerintah Fusat di
Dati ‘I Jawa Timur diantara faktor—-faktor yang
berpengarubh terhadap Pendapatan yang Berasal dari

Pemerintah Pusat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Memberikan gambaran, menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai keadaan Pendapatan vyanag
Rerasal dari Pemerintah Pusat di Daerah
Tingkat 1 nga Timur.

1.4.2. Hasil penelitian dibarapkan dapat digunalan
sebagai baban / keterangan hagi pengambil
kebijaksanaan mengenai pengalokasian bantuan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
tingkat I (propinsi) di masa vyang akan
datang khususnya di propinsi Jawa Timur.

1.4,.3,. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
bahan studi perbandingan bagi peneliti lain

vang ada kaitannya dengan masalah ini.
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1.3, Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana padsa

masing—masing bab saling berkaitan antara vyang satu

dengan lainnya. Secara garis besar, sistematika dari ini

disusun sebagai berikut :

Rab J. Pendahuluan
Pada bagian pendabuluan ini akan disajikan gambaran
mengenai apa yang akan dibahas, yang dibagi menjadi
beberapa sub-bab yaitu latar belakang, perumusan
masalah, tuiuvan penutlisan skripsi, manfaat
penelitian, serta bagian akhir bab ini sistematika
skripsi.

Bab I1. Tinjauan Pustaka
Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan.
akan diberikan uwraian landasan teori yang terdiri
fungsi pemerintah, huhungan keuangan pemerintah
pusat dan daerah di Indonesia, sumber penerimaan
daerah, klasifikasi dana bantuan (grant) dan model
alokasi dama bantuan. Sub bab berikutnya penelitiar
sebelumnya, model analisis, serta bagian akhir
arlalah metodologi penelitian yang terdiri dati
definisi operasional, identifikasi variabel, jenis
dan =umber data dan teknik aﬁalisis.

Kab I111. Apalisis Pendapatan yang Berasal dari Femerintah

Pusat di Jawa Timur.

Fada bab ini akan diuraikan gambaran umum tentang
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perkembangan pendapatan, yang berasal dari pemerintah
pusat khususnya di Jawa Timur. Sub-bab berikutnya
pembahasan yang meliputi analisis faktor—faktor yang
mempengaruhi Pendépatan yang Berasal dari pemerintah
pusat. Di bagian akhir analisa dilakubkan
pendeteksian gejala heterokedastisitas dan
autokorelasi.
Rat: IV. Fenutup

Bagian ini merupakan kesimpulan dan saran berdasar

hasil penelitian yang diperoleh.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. LLandasan Teori

2.1.1. Fungsi Pemerintah

Dalam setiap sistem perekonomian, baik sistem
perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis,
pemerintah wsenantiasa mempunyai peranan vyang penting.
Peraman Femerintah sangat besar dalam sistem perekonomian
kapitalis murni. Selanjutnya dapat dipahami bahwa dengan
kemajunan-kemajuan dan perkembangan di setiap neaara,
tidak satupun negara  kapitalis di  dunia  ina yang
melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern,
femerintah diharapkan peranannya yang semakin besar dalam
mengatur jalannya perekonomién. Gambaran tentang peranan
FPemerintah tersebut pada dasarnya juga menuniukkan fungsi
vang harus dijalankan oleh Femerintah itu sendiri.
Musgrave misalnya, menyebutikan fungsi—-fungsi utama vyang
harus dijalankan oleh Femerintah sebagai berikut:l

1. The provision for social goods or process by
which total resource use is divided between private
and social goods and by which the mix off snocial goods
is choosen. This may be termed the ALLOCATION FUNCTION
of budgetary policy. Regulatory policies, which may
also be considered a part of the allocation funtions,
are not included here because they are not primarily a
problem of budget policy,

?. Adjustment of the distribution of income and
wealth, or the DISTRIBUTION FUNCTION; and

. lgichard A. Musgrave dan Feggy B. Musgrave, Public
Finance in_ Theory_and Practice. International Student
fdition, M™Mc. Graw-Hill Koggakusha, Ltd., Tokyo, 1973,
hal.9.

10
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. he use of budget policy as means of
taintaiving bYHigh employment, a reasonable degree of
price  level stability, and an appropriate rate of
rconomic growth., Also, there is the ohiective of
etability in the balance of payment. All Lhese we
refer to as the STARILIZATION FUNCY(DON.

Maksud dari kutipan di atas dapat dija]asgan secara
ringkas bahwa fungsi yang pertama adalah mengalokasikan
sumber-sumher dana untuk produksi barang—-barang publikg
sedang funrsi kedua adalah menyeimbangkan, menyesuaikan
pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
fungei ketiga untuk menjamin kesempatan kerja yang luas,
atabilitas harga barang—barang dan pertumbuhan  ekonomi
yang mantap. '

NDi Indonesia, sebaygaimana negara berkembang pada
umumnya, fungsi Peqerintah lebih diaratkan pada tugas-—
tugas pembangunan vakni yang meliputi kegiatan
éeningkatan, perbaikan, pengembangan, di samping tak
lepas dari fungesi—fungsi rutinnya yakni kegiatan
pembinaan, pemeliharaan, bimbingan dan sebagainya.

Selanjutnya untuk wawasan yang lebih kecil, vyaitu
Daerah, Kenneth J. Davey menyebutkan bahwa fungsi
Pemerintah Daerah adalahs:

i) Menyediakan jasa-jasa. Ini meliputi jalan lokal,
fasilitas kesehatan, familitas pendidikan, tempat
relreasi dan lain-lain.

ii) Membuat peratufan ~ peraturan. Terutama untub

mengatur kegiatan—kegiatan tertentu seperti
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pengunaan tanah. dan lain—lain.

iii) Fungsi pembangunan. Termasuk dalam fungsi ini
adalah mendorong sektor swasta dengan membangun
infrastruktur, 'lokasi industri, irigrasi, fan
lain—-lain.

iv) Wakil dari penduduk di wilayabnya datam menyatakan
pendapat

v) kKpordinasi dan perencanaan dalaim investasa

regienal.

2.1.2. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di.

Indonesia
Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintah daerah
diatur melalui beberapa undang-undang yvang hertitik

tolak dari pasal 18 UUD 19245 yang berbunyi :

"Pemhagian daerah Indonesia atas daerah besar dan

kecil, dengan bentuk sSUSUNAn pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem

pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerah yang bersifat istimewa®.

~Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 tersebut kemudian moanced
Undang-undang Ne. S tahun 1974 +tentang FPokok-pokok
Femerintahan di daerah. Dalam Undang-undang tersebut

dijelaskan definisi mengenai daerah dan otonomi daerabh

-
“Kenneth J. Davey, Pembiayaan Pemerintah Daerah,.

Praktek—praktek Internasional dan Relevansinya baqi Dunia
hJ;_gﬂ, FPenerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988,
hal. 21-24.
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3

sebagai berikut :
"Otonomi Daerah adalah bak, wewenang dan kewaiiban
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri sesual dengan peraturan  perundang-undangan
yang berlaku”. .
"Naerah Otonom, selanjiutnya disebut daerabh, adalab
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
wilayah tertentu yang herhak, berwenang dan
berkewajiban mengatur dan mengurus  rumah tangganya
sendiri dalam ikatan Negara Fesatuan Repuhlilk

Indonesia sesuail dengan peraturan  perundang-undangan

yang berlaku".

Masalah bhubungan keuwangan pusat-—daerabh timbul dengan
adanya pelaksanaan tugas—tugas pemerintaban oleh badan-—
bhadan yang disusun secara bertingkat. Hal ini didorong
oleh kebutuhan nyata ketatanegeraan dan  administrasi
negara., karena tugas—tugas pemerintahan yang makin banyak
darm menjangkau daerabh yang luas tidak mungkin dapat
diselesaikan dengan baik apabila dipusatkan ditangan satu

. . . 4.
tingkat pemerintahan saja

Indenesia, ‘yang berlandaskan pada paham Negara
kesatuan dalam  hal penyelenggaraan pemsrintabannya  di
daerah menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan (medebewind)}. Ketiga azas tersebul

merupakan landasan pokok dalam hal penyelenggaraan

°C.8.T. Kamsil, Fokok—pokok Femerintahan di_ Daerah.
Aksara Baru, Jakarta, 1984, hal. 108,

4Susijati B. Hirawan,"Analisa Tentang Keuangan
Dasrah Indnonesia", Ekonomi_dan Keuangan Indonesia, Vol.
XXXTIV, No. 1, 19B6, hal.91i.
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b4
pemerintah daerabh menurut UU No. 5 tahun 1974 vyang
didefinisikan sebagai berikut5 :
"Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan
dari Pemerintah atau Daerah Tingkat atasnya kepada
Daerah menjadi urusan rumah tangganya".
"Deronsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
Femerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi
Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di
Daerah". :
"Tugas Pembantuan adalah tugas uwuntuk turut serta
dalam melaksanakan & urusan pemerintahan vang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah tingkat atasnya
dengan kewajiban mempertanggung—jawabkan kepada vyang
menugaskan”.

Rerdasar azas Desentralisasi maka wilayah Negara
Kesatuan RI dibagi dalam satuan—satuan organisasi
remerintabhan setempat (local goverment) yang otonom yaitu'
Daerah Tingkat I (propinsi) dan Daerah Tingkat Il
(kabupaten/kotamadya) yang mempunyai hak dan kewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa
sebagai daerah tingkat paling bawah mempunyai peraturan
perundangan tersendiri. Untuk mengisi pelaksanaan otonomi
Daerah Tingkat I dan 1@, Femerintah Fusat melimpahkan
sebagian dari tugas dan wewenang urusan pemerintahannya
kepada pemerintah daerah, sehingga timbul hubungan
fungsional diantara keduanya dalam arti ada tugas dan

wewenéng pusat kepadanya sebagai konsekwensi pelimpahan

tugas dan wewenang tersebut, pusat menyerahkan sebagian

5c.5.T. Kamsil, op cit., hal. 3-4.
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sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaannya.

Rerdasar azas Dekonsentrasi, Negara HKesatuan RI
dibhagi '~ ke dalam wilayah-wilayah administratif yang
merupakan lingkungan' wilayah—~wilayah jabatan kepada
pejabat*pejabat pusat ‘yang ditempatkan di daerah.
Fejabat-pejabat tersebut merupakan wakil dari Pusat dan
bertugas menyglenggarakan perintah-perintah menurut
petunjuk atasannya di Pusat. Semua pembiayaan dibiavyai
dari dan atas dasar beban otorisasi Pusat. Hubungan
tevangan vyang timbul tidak antara Pusat dan Daerah,
tetapi antara Pusat dengan raparat vertikalnya di Daerah
dan pembiayaannya ditanggung langsung oleh Fusat.
Instansi vertikal seperti Kantor Wilayah serta 1lembaga
pemerintahan lainnya vyang non departemen di daerah
merupakan pelaksana berdasarkan azas dekonsentrasi ini.

Berdasar azas Tugas Pembantuan, beberapa tugas dan
wewenang urusan pusat untuk pelaksanaannya diserahkan dan
dilakukan oleh Daerah.. Tetapi dalam Eal menyangkut
penentuan kebijaksanaan, perencanaan/pengawasan dan
pembiayaan tetap menjadi tugas dan wewenang pusat, karena
itu dikenal adanya "Dinas" di daerah.

Dalam hubungan keuangan Pusat—Daerah, mengingat
adanya ketiga azas penyelenggaraan pemerintah seperti

telah disebut dimuka, maka di Indonesia dikenal empat
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azas hubungan keuangan sebagai berikutb:

1. Hegiatan Pusaf di daerah dalam rangka dekonsentrasi
dibiayai oleh Pusat

2. Kegiatan Daerah (Dati I, Dati 11, Desa) dalam rangka
tugas pembantuan dibiayai oleh yang menugaskan

3. Kegiatan Daerah (Dati I, Dati I1I, Desa) dalam rangka
desentralisasi pada dasarnya dibiayai oleh daerah
yang bersangkutan

4. Dalam hal keadaan keuangan daerah yang bersangkutan
tidak mampu membiayai tugas otonominya
(desentralisasi) maka Pusat / daerah atasannya

memberikan sejumlah subsidi

K.d Davey memerinci tujuan alokasi dana nleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai
7

berikut’

1. Membiayai sebagian atau seluruh biaya penyediaan
jasa—jasa atau program pembanguﬁan yang merupakan
kepentingan nasional.

2. Mendorong usaha pemerintah daerah untuk mengembang-
kan program—program dan jasa—-jasa sesuai dengan
kebijaksanaan nasional.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik dalam

®gusijati B. Hirawan, op. cit, hal.93.

7Kenneth. J. Davey, op. cit, hal. 202.
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hal sumbangannya terhbadap pertumbuban ekonomi
nasional maupun untuk mengurangi ketidakmerataan
antar daerah.

4., Mengawasli pengeluaran daerah agar sesuai dengan

kebijaksanaan dan standar nasional.

o

Menjaga standar penyediaan jasa - jasa atau
pemhangunan yang merata, dan mengusahakannya agar
lebih merata.

7. Membantu daerah dalam menghadapi keadaan darurat.

2.1.3. Sumber Penerimaan Daerah

Fada das#rnya sumber—-sumber keuangan bagi Femerintah
Daerah terdiri dari empat sumber sebagai berikut®:

1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Fajak—-pajak
Daerah, Retribusi Daerah, | Fenerimaan dari
Perusahaan Daerah, dan Penerimaan Lain-1lain.

2) Penerimaan yang berasal dari Pajak Negara (Pajak
BRagi Hasil).

3) Penerimaan vyang Berasal dari FPemerintah Pusat
berupa bantuan keuangan, yaitu ganjaran, subsidi
dan sumbangan.

4) Daerah mungkin pula memperoleh sumber keuangan
yang berésal dari pinjaman yaitu: a. pinjaman dari

banks b. pinjaman berupa obligasi (dengan

Bgusijati BR. Hirawan, op. cit. hal. 92.
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pemerintah pusat:; e. pinjaman lain-—-lain.

21,4, Klasifikasi dana bantuan_(gqrant)

Pendapatan vang Berasal dari Pemerintah Pusat
menurut  Susijati B. Hirawan dapat berupa ganjaran,
subsidi dan sumbanganq.

a. Banjaran adalah:
Ganjaran adalah Jjumlah uwang yvang diserahkan kepada
Daerah berhubung dengan kgwajiban menyelenqggarakan
‘tugas negara atau jumlah uwang yang diserahkan kepada
daerab berhubung tugas negara telah menjadi wrusan
rumah tangga daerah.

b, Subsidi
Subsidi adalah bantuan yang diberikan kepada daerah
untut membiayai penyelenggaraan usaha —_usaha ttae-ah

yang biayanya melampauil kekuatan daerah.

n

Sumbangan adalah :
Sumbangan adalah bantuan yang diberikan kepada daerab
untuk  menutup kekurangan anggaran keuangan daerah,
nleh  karena keadaan luar biasa yang mengakibatkan
bahwa daerabh mengalami kesulitan keuangan.

kevenue Sharing, menurut Sutrisno ~H adalah

penerimaan yang diterima oleh pusat sesudah dikurangi

9S‘usijati B, Hirawan, op. cit, hal.2035
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bagian vyang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Jadi
terbadap penerimaan tertentu diadakan pembagian atau
sharingl antara bagian, yang diterima oleh pusat dan vyang
diterima oleh daerah.l®

Werner Z. Hirsch mengklasifikasikan bantuan menjadi
dua vyaitu: Grant without Matching Provision dan Grant
with Matching Provisinnll. FPada dasarnya apa yang
ivtarakan oleh Werner sama dengan yang diutarakan oleh
Musgrave yang membedakan grant dalam matching grant dan
non matching grantlz.

Non Matching Grant {Brant without Matching
Provision) adalah bantuan vang diberikan tanpa terikat
pada fungsi atauw pengeluaran tertentu. Dengan kata lain,
dasrah penerima bebas menggunakannya sesuai dengan
prioritasnya. Subsidi ini disebut juga subsidi umum atau
subsidi blok (block grant).

Matching Grant (Grant with Matching Provision)

adalah bantuan vyang diberikan berdasarkan fungsi ataw

1OSoetrisnD PH, Dasar—dasar Ilmu_Keuangan _Negara,
cetakan ketiga, BPFE UGM, Yogyakarta, 1984, hal.202 -
203,

Myerner 2. Hirch, The Economics of State and Local
Goverment., Mc. Graw Hill Book Company, New York, 1970,
hal., 1206.

1';“'I“Iu-_:,l;;r'a\.re,. RA dan Musgrave, PB, Public Finance in
Theory and Practice, fifth edition, Mc. Graw Hill Book
Company., New York, 1989, hal. 46&1.
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terikat pada jenis pengeluaran. tertentu atau bantuan yang
dikaitkan dengan -perDrSi tertentu dari pengeluaran
daerah. Subsidi ini disebut juga subsidi fungsional atau
subsidi selektif/spesifik.

Secara grafis, Non Matching Grant dapat ditunjukkan
dalam Gambar Ii.l. Sumbu horisontal menunjukkan jumlah
barang publik (barang sosial = barang umum) dan sumbu
vertikal menunjukkan Jjumlah barang privat {barang
individu = barang éwasta). AR merupakan garis anggaran
(budget line) masyarakat, yang menunjukkan berbagai
kemungkinan kombinasi barang sosial dan barang privat
vyang dapat dijangkau oleh pengeluaran yang sama. kKurva
i1il, i2i2 merupakan kurva indifference yang menunjukkan
preferensi/pilihan masyarakat atas kedua jenis barang
tersebut. Mula—-mula titik equilibrium (keseimbangan) di
E. dimana garis anggaran'AB menyinggung kurva indiferent
ilil. EKonsumsi barang privat sebesar 0L dan konsumsi
barang sosial sebesar 0D. Untuk memperoleh barang sosial
sebesar 0D, barang privat sebesar A harus dikorbankan
agar supaya tax rate sama dengan CA/0A, dimana 0A adalah
income atau pendapatan diukur dari barang privat.
Kemudian bila diberikan Non Matching Grant sebesar AF
(yang 5uga. diuvkur dengan barang privat) maka akan
menyebabkan pergeseran kurva anggaran ke FG dan titik

keseimbangan baru adalah di E°. Masyarakat sekarang
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menerima barang privat sebesar OH dan barang sosial

sebesar Ok. Konsumsi barang privat naik sebesar CH dan

konsumsi barang sosial naik sebesar DK wunit. Dapat
dikatakan bahwa bantuan tersebut, yang terutama
dimaksudkan meningkatkan penyediaan barang sosial, tidak

mencapai sasaran  yang tepat, mengingat bahwa terdapat
pula’ sejumlah besar peningkatan barang privat pada saat
bantuan dari Pemerintah Pusat ditingkatkan ke daerah
tersebut. Peningkatan jumlab barang privat dan sosial ini
disebabkan adanya efek pendapatan barang privat (income
effect). Efek pendapatan parang privat timbul akibat
adanya subsidi paiak oleh Femerintah ! Daerah pada
pengadaan barang privat. Ini dapat dilibat dalam Gambar,
dimana tingkat pajak yang mula-mula sebesar AC/0A  turun
menjiadi sebesar AH/DA (diukur dari barang privat).
Penurunan ini merupakan subsidi kepada swasta yang
dananya - diambil sebagian dari bantuan Pusat ke daerah
yang bersangkutan. Dari sejumlah bantuan sebesar FA
sebesar kira~-kira LF (yang besarnya sama dengan penurunan
pajak HC) diperuntukkan untuk pengurangan pajak dan hanya
sebesar AL yang dipergunakan untuk penyediaan barang

publik.
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GAMBAR TI.1.

Private REAKSI NON MATCHING GRANT

goous

F

G Sociul goods

Response to a3 nonmalching grant.

Sumber : Musgrave, RA, dan Musgrave PR, Public Finance in
Theory and Practice, fifth edition, hal. 4622.

Secara grafis, matching grant dapat dilihat dalam
Gambar 11.2. Titiﬁ keseimbangan mula-mula adalah di E,
dengan konsumsi barang privat sebesgr 0C dan konsumsi
barang sosial sebesar 0D. Kemudian dengan adanya matching
grant, garis anggaran AR bergeser secara rotasi ke AM.
Ini dapat dimengerti mengingat bahwa jumlah bantuan yang
diberikan secara matching grant dikaitkan dengan
permintaan masyarakat akan penyediaan barang sosial.
Sebagai akibatnya. maka secara relatif harga barang
sosial menjadi lebih rendah daripada barang privat, vyang
dapat diartikan bahwa terjadi substitusi dari barang

privat ke barang sosial. Dengan demikian yang terjadi
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bukan saja efek pendapatan (income effect) melainkan juga
efek substitusi (substitusion effect): Dalam Gambar 11.2.
‘terlihat dengan adanya matching grant, titik keseimbangan
baru berpindah ke E'; sehingga konsumsi  barang privat
naik menjadi ON dan konsumsi barang sosial naik menjadi
OP. Matching grant sebesar E'S, tetapi tidak semuanya
untuk barang sosial. Tingkat pajiak yang mula-mula CA/0A
menjadi NA/OA, CN merupakkan bagian subsidi vyang bocor
ke konsumsi barang privat. Dalam gambar tersebut tampak
bahwa secara nyata penyediaan barang sosial bertambah
walaupun masih terdapat subsidi bagi barang privat,
tetapi jumlahnya tidaklah terlalu besar.

GAMBAR I1.2.

REAKSI MATCHING GRANT

Peisate
pannls . k-

P U I M Social gouds

Sumber : Musgrave RA & tMusgrave PB, Public Finance in
Theory and Practice, fifth edition, hal. 463.
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Ferbandingan antara kedua Jjenis dana bantuan
tersebut (matchiﬁg grant dan non matching grant)} dapat
"dilihat ' pada Gambar II.3. Titik keseimbangan mula-mula
adalah E dan Em adaléh titik keseimbangan béru untuk
matching grant dan En adalah titik keseimbangan baru
dengan progam non matching grant sehingga kedua jenis
dana bantuan menjamin provisi yang sama untuk barang
sosial yaitu sebesar 0P. Seperti sebelumnya, dana
pemerintah untuk matching grant sama dengan EmS dan untuk
non matching grant adalah EnS. Maka dari itu tuwjuan vyang
sama mengenai penyediaan barang sosial sebesar OFP dapat
dijamin dengan dana bantuan yang 1lebih rendah vyaitu
dengan matching grant, selisihnya adalah sebesar EmEn
bila dibandingkan dengan menggunakan non matching grant.
Hal ini tidak mengherankan, sebab kenyataannya matching
grant me?upakan dana bantuan yang sifatnya selektif vyang
mendorong provisi barang—barang sosial, sedangkan non
matching grant sifatnya umum, hal ini mungkin disebabkan
untuk mendorong pembelian barang privat tambaban dengan

cara mengurangi pajak.

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

GAMBAR II.Z=.

FERBANDINGAN MATCHING GRANT DAN NON MATCHING GRANT

. Private
O guands

3

Social goods
Comparlson of matching and nonmalching grants. '

Sumber : Musgrave RA & Musgrave PB, Public Finance in
Theory and Practice, fifth edition, hal. 464.

2.1.5. Model Alokasli Dana Bantuan / Grant

Aspek terpenting dari suatu subsidi pemerintah pusat
kepada daerah bawahan adalah kriteria pengalokasian dana
subsidi tersebut. Tiap-tiap daerah bawahan memiliki
berbagai kondisi yang berbeda satu sama lain. Ada daerah
vang kaya akan sumber alam, daerah yang padat penduduknya
ataupun daerah yang luas wilayabnya dan lain-lain.

Studi yang dilakukan D]eh'B.K. Shaw untuk menentukan
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kriteria alokasi dana yang tepat dari pusat ke daerah.
vang sifatnya teoritis akan dibahas dalam bagian berikut
ini. ,

Model alokasi G.K. Shawl~

Shaw menyajikan dua buah rumusan yang terdiri dari
rumusan yvang bersifat teoritis dan rumusan yang praktié.
a. Rumusan alokasi dana yang teoritis.

Untuk menyusun program bantuan pemerintabh pusat
tragi propinsi, diasumsikan bahwa propinsi tidak
menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat selain
apa yvyang telah digariskan oleh rumus alokasi dana ini
dan propinsi akan mempertahankan kemampuannya untuk
menarik pajak sejaubh hal ini dianggap sesuai dengan
kepentingan nasional.

Keseluruhan alokasi dana dibagi menjadi dua
bagian pokok. Bagian pertama merupakan bagian vyang
ditujukan -untuk memenuhi kebutuhan dasar pada anggaran
rutin, bagian kedua merupakan insentif untak
mengarahkan daerah-—daerah ke érah yang diinginkan oleh
pemerintah pusat.

Ragian pertama merupakan bagian yang ditujukan untuk

135haw, G.K.. "Hubungan Fiskal Antar Femerintah",
dalam Gustav F. Papanek. Ekonomi Indonesia, PT Gramedia,
Jakarta, 1987, hal. 327 -~ 332.
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hal-hal vyang mutiak perlu pada anggaran rutin, sepérti
upabh untuk pegawai sektor umum dan pegawai di bidang
. pemeliharaan infrastruktur terutama jalan propinsi dan
pengairan propinsi. Disamping ituw Juga akan disediakan
jatah untuk kebutubhan standar minimum jasa seperti
pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ini berarti perlu
ditentukan standa} nasional, misalnya, Jjumlah bangku
sekaolah atau jumlah tempat tidur rumah sakit bagi gsetiap
seribu  penduduk. Propinsi dengan kebutuhan jasa dibawah
minimum akan menerima tambaban dana untuk mencapai
standar vyang diperlukan untuk jangka waktu vyang telah
ditetapkan. Bagian pertama untuk dana ini (51) dinyatakan
dengan rumus:
Gl = Wi + u (aRi + bli) + (N - Ei)
dimana Wi = gaji pegawai daerah yang disetujui oleh

Departemen Dalam Negerf di propinsi i

Ri = panjang jalan di propinsi i
Ii = luas daerah irigrensi di propinsi i
N = standar minimum nasional dari penyediaan

suatu jusa

Ei = stendar penyediaan Jjasa vyang ada di
propinsi i

Yi = paniang masa penyesuaian yang diinginkan
(dalam tahun). agar jasa vyang ada di

propinsi i memenuhi syarat minimum
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A “

a.b = konstanta moneter (Rp/km atau Rp/ha)

w = indeks dari luas propinsi ; daerah vyang
lebih, 1luas akan memerlukan biaya
pemeliharaan yang lebih tinggi

Bagian kedua dari keseluruhan dana (62) akan
merangsang perbaikan ﬁrestasi propinsi  dalam hatl
renghasilan daerah, produksi barang ekspor, pembatasan
jumlah penduduk dengan memperhitungkan adanya
kemungkinan terjadinya migrasi, dan koordinasi

investasi daerah. Rumusnya adalah sebagai berikut :

G2 = c Ti +d Xi + ei Pi A - YN
P+ M Yp
dimana Ti = pertumbuhan pendapatan pajak per tahun

(dalam prosen) di propinsi i

Xi = pertumbuhan pendapatan ekspor per tahun
(dalam prosen) di propinsi i

A = total investasi regional (yang disetujui)

Pi = bagian investasi regional yang diperoleh
propinsi i

c.d = konstanta moneter (dalam rupiah)

ei = koefisien yang menunjukkan bagian pengelu-
aran propinsi i yang dibiayai oleh peme-
rintah pusét

P = prosentase pertambahan penduduk alamiah

M = arus migrasi masuk netto uwuntuk propinsi-
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2
prépiﬁsi yang berkelebiban penduduk dan
migrasi keluar netto untuk propinsi lain

CYn .
;—- = perbandingan pendapatan nasional per kapi-
P ta dengan pendapatan propinsi per kapita
Rumus lengkap dari kedua bagian subsidi tersebut
adalah @
6 = Wi + u(aRi+bli) + (N-Ei) + cTi+dXi+eiPiA . Yn

——— e ot — ey — - s -

Yi P+M Yp

Rumus inilah yang digunakan untuk menghitung bagian
subsidi vyang diterima daerah-daerah setiap tabun.
Rumus ini tampakn?a sangat ideal karena memasukkan
faktor—faktof . yang | harus dipertimbangkan dalam
pemberian subsidi, baik segi efisiensi maupun
pemerataan. Namun pelaksanaan akan sangat rumit karena
adanya keterbatasan data. Data-data seperti panjang
jaléﬁ, luas daerah irigrasi dan biaya pemeliharaan
atau pembangunannya, perkiraan tahunan . atas
pertambahan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan per
kapita sulit diperoleh di negara sedang berkembang.
Dleh karenma itu untuk menggunakan rumus tersebut
harus dilakukan modifikasi sesuai dengan daté yang
ada.
2. Rumus alokasi dana yang praktis
Bagian pértama dari rumus ini tidak menyebabkan

kesulitan karena sebagian informasi yang diperlukan

%
\L ' Mﬂﬂum 798
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terdapat pada sensus resmi dan pada survei-survei yang
ada hubungannya dengan masalah ini. Subsidi untuk
pemeliharaan diseragamkan dén tidak dibedakann adanya
kelas 3jalan, pengguna;n tanah atau kriteria lain vyang
mungkin relevan. Bagian kedua dari rumus  ini perlu
disesuaikan. Karena penggunaan perbandingan pendapatan
per hkapita vyang tepat tidak bisa dilakukan, kiranya
relatif lebih mudah uwuntuk membagi propinsi-propinsi
men jadi. daerah yang relatif lebib tinggi, sedang dan
rendah menurut pendapatan per kapita ( X . A dan 0 ).
Dengan demikian rumus alokasi dana vang praktis (B1+G2)
adalah :

G = W+ u(aRi+bIi}) + N-Ei + cVi+dXi+eiPiA . Yn .

Yi Yp
(e, P ataud )
dimana X < 1;ﬁ = 1;5’} 1
Ferlu ditekankan bahwa rumus yang dikemukakan diatas
hanya dimaksudkan untuk memberi kerangka konsepsual.
Keuntungan dari rumus ini yaitu dana pemerintah pusat
untuk daerah dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama
untuk  menanggung biaya rutin propinsi dan yang lkedua
memberi rangsangan untuk meningkatkan prestasi

propinsi dalam kaitan dengan sasaran—sasaran nasional.
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L Penelitian Sebelumnya

2.2.1. FPenelitian dari Alfian Lains14

Dalam penelitiannya vyang bersifat deskriptif15
tentang keuwangan daerah tingkat I di Indonesia dengan
menggunakan data tabun 1973/1974 - 1980/1981 dapat

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Komponen utama dari penerimaan daerah di Indonesia
adalah subsidi dari pemerintah pusat. Sebaliknva,
kontribusi pajak daerah dan penerimaan daerah
lainnya terhadap pendapatan daerab total adalah
rendah.

b. Karena sebagian besar subsidi rutin yang diterima
propinsi digunakan untuk - membiayai belanja
pegawai, maka faktor penentu vyang lebih tepat
bukanlab jumlab penduduk, melainkan jumlah pegawai
ofﬁnom yvang ada di sebuah propinsi. Dengan

demikian formula yang sebaiknya digunakan adalah :

1491fian Lains, Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde
Baru," Prisma, No.4, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 49 - 54.

S - . . -

i Fenelitian deskriptif adalah penelitian yang
tujuan utamanya bukan menguiji hipotesa, tetapi untuk
memperoleh gambaran yang terpercaya {(Mubyarto, et - al.

Metodoloqi FPenelitian Ekonomi. Yayasan Agro Ekonomika,
Jakarta, 1981, hal. 18.

T
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dimana Ri = subsidi rutin untuk provinsi i

il

0i jumlah pegawai otonom pada provinsi i

Dr = dapa subsidi rutin yang akart

dialokasikan
Untuk dapat layaknya pemberian subsidi pembangunan
tepada daerah, Alfian lLains menyarankan agar‘

memperhatikan elemen—elemen sebagai berikut :
1. Kebutubhan daerah
Kebutuhan daerah dapat diwakili oleh jumlah
penduduk daerah yang bersangkutan, karena makin
banyak penduduk makin banyak pula jasa-jasa yang
diperlukan penduduk setempat. Dengan demikian
malkin besar jumlah penduduk sebunah propinsi akan
makin besar pula juplah subsidi pembangunan yang
akan diterimanya dari pemerintah pusai..
2. keadaan ekonomi daerah
Keadaan ekonomi daerah diwakili oleh
pendapatan regional per kapita. Pendapatan
regicnal per kapita ini memperlihatkan kaya atau
miskinnya daerah tersebut. Semakin tinggi
pendapatan regional per kapita sebuah propinsi.
semakin rendah subsidi pembangunan yang akan
diterimanya.

3. Posisi fiskal daerah, yang menunjukkan aspek
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keadilan dapat diperlibatkan oleh ratio antara
usaha perpajakan sentral di daerah dengan usaha
perpajakan sentral rata-rata tingkat nasional.
Usaha perpajékan sentral di daerah diperlihatkan
oleh ratio antara pendapatan pajak sentral per
kapita di daerah dengan pendapatan regional per
kapita daerah yang bersangkutan. Sedang usaha
perpajakan sentral rata—-rata tingkat nasional
ratio antara pendapatan pajak sentral per kapita
rata—rata untuk Indonesia secara keseluruhan
dengan pendapatan nasional per kapita.

4. Potensi ekonomi daerah, yang diwakili oleh luas
propinsi, karena semakin luas daerah tersebut
akan semakin besar pula sumber daya daerah yang
dapat dikembangkan. Proses pembangunan pada
umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya
merupakan proses pengembangan sumber daya yang
ada, karena itu semakin banyak sumber daya
daerah yang akan dikembangkan semakin besar
pula subsidi pembagunan yang diperlukan.

Dari keempat elemen diatas, maka formula alokasi

dari subsidi pembangunan adalah :

Ai = Pi. Ii. Li. Y/Yi

Pi(Ei/E}. Li(Y/Yi)

= Pi ————— . Li (Y/Y1)
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dimana Ai = subsidi pembangunan di daerah i
Pi = jumlah penduduk daerah i
Ii = ratio usaha perpajakan di daerah i

dengan usaha perpajakan nasional

Li = luas daerah i

Y/Yi pendapatan regional per kapita vyang
telah dikoreksi dengan pendapatan

nasional per kapita

2.2.2. Penelitian dari J.S. Uppal dan Suparmokol®

Menﬁrut J.5. Uppal dan Suparmoko faktor yang dipakai
uﬁtuk menentukan besarnya bantuan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah mencakup beberapa perumusan yang
diantaranya berkaitan dengan usaha pajak (tax effort).

Usaha pajak adalah jumlah- pajak vyang sungguh-
sttngguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan
dengan potensi pajék (tax capacity = tax potensial).
Potensi pajak yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu
dikumpulkan dari dasar pajak (tax base) yang biasanya
berupa pendapatan per kapita. Usaha pajak dirumuskan
sebagai penerimaan yang diperoleh dari sumber penerimaan
daerah sendiri, yang mencakup péjak daerah, penerimaan

penjualan jasa, penerimaan dari jasa—jasa kantor sebagai

155uparmoko, Asas—asas.llmu Keuangan Negara, BPFE -~
uGM, 1984, hal. 320 —-3I25.
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prnporsi terhadap Pendapatan Daerah Regional - Bruto
per kapita (PDRB/kapita).

Hasil penelitiannya vyang meﬁggunakan data cross
section vyang meliputi 26 propinsi di Indonesia pada‘
tahun 1982/1983 sebagai berikut :

1. bitemukan koefisien korelasi vyang bertanda
negatif dan berarti (signifikan) antara subsidi
pemerintah pusat dan usaha pajak yaitu sebesar
-0,688. Ini dapat diartikan bahwa semakin besar
subsidi pemerintah pusat untuk pemerintabh
daerah, justru akan melemahkan usaha pengumpulan

pajak.

2.2.3. Penelitian dari Tirta Hidayat'®

Menurut Tirta, di Indonesia alokasi subsidi
pemerintah pusat ke Pemerintah daerah cenderung hanya
memperhatikan kriteria kebutuhan dari pemerintah daerah
tersebut. Pengujian dilakukan dengan analisa regresi
berdasar data regional tahun 197571976 - 1982/1983
(pooled cross section dan time series). Unit analisa
adalah daerah Tingkat I yang meliputi selurub propinsi di
Indonesia kecuali Timor-Timur. |

Persamaan dasar yang digunakan sebagai berikut:

16Tirta Hidayat,"Aspek Pemerataan dari Subsidi
Regional ,"Perspektif Daerah dalam Pembangunan Nasional",
Badan Otonom Economica FE-Ul, Jakarta, 1987, hal.135-154.
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S5il = a + bi.Fil + b2.P2 + b3I.FiZ + b4.FPi4 + bLD.PiDH +

b&.Nil + bl.Ci

Il

dimana : S5il subsidi total per kapita dari pemerintah
pusat ke daerah i

FPil = kepadatan penduduk di daerah i

FiZ2 = pertumbuhan penduduk di daerah i’

Fi3 = persentase penduduk urban di daerah i

Fi4 = persentase penduduk murid SD di daerah i

’ Fi3 = persentase penduduk pegawai daerab di

daerah i

Nidl = Riil + Ni2 = pengeluaran untuk sarana
dasar per kapita di daerah i

Ci1 = kemampuan daerah untuk daerah i

Hasil regresi yang diperoleh adalah:

Bil= -8.311,81 - 0,620Pil + 1,826P15% + 0,536Nil + 1,950Ci

(-2,350) (~3,319)  (B,732) (3,835) (5.672)
R = 0,7619
F = 77.616

Variabel-variabel bebas yang pertama—tama dimasukkaﬁ
dalam persamaan Sil diatas adalah FPil, Fi2, Pi3, Fi4,
PiS, Nii, Ci. Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel-
variabel FPiZ2, Pi3Z , PFPi4 ternyata tidak mempunyai
hubungan dengan Sil.

Dari bhasil regresi persamaan 8Sil tersebut, Jjuga
tampak bahwa variabel-variabel yang mempengaruhhi

besarnya subsidi total per kapita yang diterima daerah
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adalah kepadatan penduduk dengan hubungann searah;
persentase penduduk pegawai daerah dengan hubungan
searah; pengeluaran untuk kebutuhan pokok per kapita yang
mémpunyai hubungan searah; dan kemampuan daerah dengan
hubungan searah. Hubungan yang searah antara subsidi
total per kapita dengan kemampuan daerah berarti makin
tinggi kemarpuan daerah maka makin tinggi pula jumlah
subsidi total per kapita yvang diterimanya. Dengan keadaan
seperti diatas maka Jjelaslah bahwa akan terjadi
ketidakmerataan dalam alokasi subsidi tersebut secara
regional.

Dari hasil regresi  subsidi  teotal per kapita
tersebut, terbukti bahwa alokesi subsidi ke daerah di
Indonesia hanya memperhatikan kriteria ‘kebutuhan {yang
ditunjukkan oleh hasil regresi kepadatan penduduk
proporsi penduduk pegawai dan pengeluaran untuk sarana
dasar) dan kurang memperhatikan kriteria kemampuan daerah

{yang ditunjukkan oleh hasil regresi kemampuan daerah}.

2.3. Hipotesis dan Model Analisis
2.3.1. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian
dan landasan teori maka diajukan bhipotesis bahwa
Pendapatan vang Berasal dari Pemerintah Pusat di Daerah
Tingkat I Jatim diduga dipengaruhi oleh jumlah penduduk,

persentase penduduk murid Sekolah Dasar, persentase
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rendudinl prgawai daerah otornom, usabha pajin' danrah, dan

FDRH/cR1zita. Dari semua variahe) diatas diduga
persentass  penduduk pegeawai Jamrah otonom merupakan

variabel yang memberikan pengaruh paling dominan bagi
Pendapat>»n vyang Berasal dari Pemerintah Pusat di Daerah

Tingka* 1 Jawa Timur.

2.7.7. lMedel Analisis

rerrdasar pada uraian . dimuka, pembahasan
dititikberatkan pada model untuk pengalokasian pendapatan
yang berasal dari pemerintah pusat, yang dalam hal 1ini
adalah daerah tingkat I (propinsi) Jawa Timur.

Pendapatan vyang Rerasal dari Pemerintah PFusat di
Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri dari Pendapatan yang
Eerasal dari Pemerintah Pusat pada Penerimaan Rutin dan
Pendapatan 'yang Berasal Hari Pemerintah Pusat pada
FPenerimaan Pembangunan. Dengan demikian Pendapatan yang
Berasal dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur merupakan pénjumlahan dari keduanya.

Selanjutnya dari perkembangan Pendapatan yang
Ferasal dari FPemerintah Pusat tersebut dalam pengamatan

diperoleh faktor~faktor'yang berpengaruh. Adapun faktor-
faktor yang diduga me%pengaruhi Pendapatan yang Eerasal
dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I Jawa Timur
adalah: Jjumlah penduduk, jumlah penduduk murid Sekolah

Dasar, Jjumlah pegawai daerah otonom, usaha pajak daerah

dan FDRE/capita.
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dan PDRB/capita.

Pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap
Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat di Daerah
Tingkat I Jawa Timur bila diformulasikan dalam bentuk
fungsi menjadi sebagai berikut:

FT = +f(P, MSD, PDO, UP, FPDRR)

dimana :

PT = total pendapatan yang berasal dari pemerintah
pusat baik pada penerimaan rutin  maupun
penerimaan pembangunan per kapita _

P = jumlab penduduk

'MSD = persentase penduduk murid sekolah dasar
FOO = persentase pegawai daerafh otonom
WP = usaha pajak daerah
PDREB = Produk Domestik Regional RBruto per capita
Sehingga dapat dituliskan persamaan berikut :
PT = hnt+ hyP+ boMED+ bxPDO+ bgUP+ bgPDRB+ wy (1)

Adapun pembahasan terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah
Pusat di Daerah Tingkat 1 Jawa Timur ‘adalah sebagai
berikut:

a. Jumlah penduduk.

Semakin banyak Jjumlah penduduk eemakin banyak
pula Jjasa-jasa yang diperlukan penduduk setempat.
Dengan demikian makin besar jumlah penduduk sebuah

propinsi akan makin bésar pula jumlah pendapatan
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dari pemerintah pusat yang akan diterimanya.
b. FPersentase penduduk murid sekolah dasar
Hal ini didasarkan bahwa jumlah murid sekolah
dasar negeri di suatu propinsi dipergunakan
sebagai salah satu kriteria dalam alokasi subsidi
biaya penyelenggaraan sekolah dasar (SBPP - 8D).
. persentase penduduk pegawal daerabhb otanom
Jumlah pegawai daerah dipakai sebagai perkiraan
besarnya alokasi subsidi perimbangan keuwangan.
td. Usaha pajak daerah
Semakin besar pendapatan pajak atau penerimaan
asli damrab yang bisa dikumpulkan suatu daerah,
seharusnya semakin besar pula  pendapatan  yang
berasal dari pemerintah pusat yang diterima aaerah
tersebut. Hal ini sebagai perangsang bagi daerah
untuk mengumpulkan pendapatan pajak di daerahnya.
#. Produk Domestik Regional Bruito per kapita (PDRB
pgr kapita)
Daerah yang mempunyai PDRB per kapita tingai akan
memperoleh subsidi yang semakin rendah Jjika
dibandingkan dengan dae?ah vang mempunyai FDRR
per  kapita rendah. Hal ini dimaksudkan agar
ketimpangan daer#h antara daerah kaya dan daerah

miskin tidak semakin lebar.
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2.4, Metodologi
2.4.4. Definisi operasional
Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah pada
pokok permasalahan maka batasan-batasan pembahasan perlu
dikemukakan sebagai berikut:
2.4.1.1. Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat
adalah realisasi subsidi dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah tingkat I (propinsi)
dJawa Timur. Pendapatan yang berasal dari
pemerintah pusat ini merupakan salah satu pos
penerimaan daerah pada Anggaran Pendapatan
Daerah Tingkat I (APBD Tingkat I} Jawa Timur,
yang terdiri dari pendapatan dari pemerintah
pusat pada penerimaan rutin dan pendapatan dari
pemerintah pusat pada penerimaan pembangunan.
Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat
pada penerimaan rutin terdiri dari Subsidi
Perimbangan Kéuangan, SEPP - SDN, Ganjaranm dan
Sumbangan/ganjaran lain. Pendapatan yang berasal
dari Pemerintah Pusat pada penerimaan
pembangunan meliputi Bantuan Pembangunan Daerah
Tingkat 1 dan Ipeda/PBB.
2.4.1.2. Jumlah penduduk adalah penduduk Jawa Timur
pertengahan tahun.
. 2.4.1.3. Fersentase penduduk murid sekolah dasar adalah

jumtah murid sekolah dasar negeri dibawah
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A
lingkungan Departemen Pendidikan dan [Ketudayaan
Jawa Timur dibagi jumlah penduduk

2.4.1,4, Persentase penduduk pegawa{ daerah adalah
pegawai neger; sipil daerah tingkat 1 Jawa Timur
dan pegawai negeri sipil pusat yang diperbanin-
kan pada daefah tingkat I Jawa Timur dibagi
Jumlah penduduk

2.8.1.%. Usaha pajak daerah adalah realisasi penerimaan
asli daerah per kapita dalam APRBD Tinghkat 1 Jawa
Timur dibagi PDRR per kapita Jawa Timur atas
dasar harga berlaku. Realisasi penerimaan asli
daerah terdiri dari realisasi penerimaan pajak
daerah, restribusi daerah, bagian laba badan
usaha milik daerah, penerimaan dari dinas—dinas
dan penerimaan lain-lain.

2.4.1.6. PDRE per kapita adalah produk domestik regional
bruto Jawa Timur atas dasar parga berlaku
dibagi Jjumlah penduduk Jatim pertengahan tahun.
PDRB  per kapita digunakan untuk menilail tingkat

Vvemakmuran masyarakat17.

2.4.2. ldentifikaei Variabel
Berdasar landasan teori dan perumusan masalah dapat
ditentukan jenis hubungan antara variabel sebagai
1

7Bappeda Tingkat I Jawa Timur, Jawa Timur Membangun
Eka Dasa Warsa 1969-1%74, hal. 239.
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473
berikut:
2.4.2.1. Variabel tergantung yaitu variabel yang
dipengarubi oleh variabel lain. Variabel

tergantung disini adalah Pendapatan yang Berasal
dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur.

2.4.2.2. Jumlah penduduk, penduduk murid sekolah dasar,
pegawai daerah, usaﬁa pajak daerah dan PDRB per
kapita sebagai variabel bebas. Variabel bebas
adalah variabel vyang mempengaruhi variabel

lain.

2.4.%. Jenis dan Sumber Data

Data yvang digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh dari Kantér Statistik Propinsi Jawa
Timur, BRappeda Tingkat I Propinsi Jawa Timur,
Riro "Kepegawaian Pemda Tingkat I Jatim, Riro
Keuangan Pemda Tingkat I Jatim. Data yang

dikumpulkan adalah data time series.

2.4.4. Penentuan_sampel . (penentuan data)

Dipilih batas geografis Jawa Timur karena penulis
ingin mengetahui/mengahalisis faktor—-faktor yang
mempengaruhi‘ pendapatan yang berasal dari pemerintah
pusat di Jawa Timur, sedang tabun yang diamati adalah

selama periode 1969-1988.
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2.4.5. Pengumpulan Data

Data vyang digunakan diperoleh dari instansi vyang

terkait dengan skripsi ini serta dari laporan dan bacaan

lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

2.84.6. Teknik Analisis

Selain studi kepustakaan yang beréifat kualitatif,
penulisan ini juga ditunjang dengan penelitian secara
kuantitatif. Analisa kuantitatif dilakukan dengan analisa
regresi | dengan uji statistik dan pendeteksian
heterccedastik dan autokorelasi. Uji statistik berupa uji
.t dan wii F. Model yang digunakan disini adalah :
PT = bo+ biP+ boMSD+ bzPDO+ bgzUP+ bsPDRE+ wy
Perhitungan parameter—parameter ini diproses melalui
paket program microstat.

Dari hasil perhitungan nanti akan diperoleh
parameter yang bertanda negatif atau positif, selanjutnya
dibandingkan dgngan teori keadaan tersebut cocok atau

.

tidak.
.. . ..18
2.4.6.1, Uji Statistik
Uii t statistik adalah uji atau test terhadap
koefisien regresi secara sendiri-sendiri atau secara

individu, vyang dilakukan dengan maksud untuk mengetabui

apakah suatu variabel bebas mempunyai pengaruh yang

188udradjat S.W, Mengenal Ekonometrika Pemula, CV.
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A0
signifikan terhadap variabel terikat. Uji t ini dilakukan
dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t

' tabel pada selang kepercayaan tertentu (misal 1% atau
94). Nilai t hitung aapat diperoleh dari perbandingan
antara koefisien regresi dengan standard errornya. Sedang
t tabel dapat diperoleh dari Tabel t dengan tingkat
kepercayaan tertentu dan dengan derajat bebas (degree of
freedom atau sering dilambangkan dengan df) = N — k - 1,
dimana N merupakan cacah observasi dan k merupakan jumlah
variabel bebas.

Dalam uji t, bila t_ (observasi) < t, (tabel) maka
H, diterima dan H, (alternatif) ditolak. Ini berarti
model vyang digunakan kurang baik artinya variabel bebas
tidak .dapat menerangkan variabel tergantung. Gebaliknya
bila to > tt maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti

model -yang digunakan baik artinya variabel bebas dapat
meneranékan variabel tergantung.

Uii F adalah uji terhadap koefisien regreéi secara
serentak (secara bersama-sama). Uji F ini dapat dilakukan
dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada selang
kepercayaan tertentu. Nilai F hitung adalah perbandingan
antara Kuadrat Tengah Balat (Mean Square of Residual)
sedang F tabel dapat diperoleh dari Tabel F dengan selang
kepercayaan tertentu dan dengan df = k / (N - k — 1),

dimana k adalah jumlah variabel dan N adalah cacah

observasi. Bila dari hasil perhitungan ternyata F_, < Fg
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r
maka H, tak ditolak, Hy ditolak. Keadaan ini dikatakan
bahwa wvariasi daripada mndel regresi tidak berhasil
meneranghkan  variasi variabel bebasnya. Sebaliknya hila
Fog 3 Iy Taka Hy ditolak dan H; tak ditolak, sehingna
dapat dikatakan variasi model regresi tersebut dapat
menerangkan variasi model tergantungnya.

Koefisien determinasi (R2) kegunaannya adalab untuk
mengukur tingkat ketepatan yang paling baik dari analisis

. regresi. Jika R2 vang diperoleh sama dengan 1 {satu) atau
mendekati satu maka dikatakan semakin kuatlah model itu

menerangian variasi model tergantung.

2.84.6.,7. Heteroscedastis dan autokorelasi
a. Heteroscedastiqu

Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan klasik
diantaranya adalah ada tidaknya heterogkedastis diantara
variabel pengganggu. Dalam uwraian inpi prembuk tiannya
menggunakan metoda Spearman Rank Correlation. Metoda ini
dapat diselesaikan dengan memberi jenjang pada /ei/
{ ei digunakan tanda mutlak ) bernilai 1 uwuntuk nilai
’ei/ terkecil dan memberikan nilai vyang lebib tinggi

untuk nilai selanjutnya. Demikian pula uwuntuk variabel

bebasnya diberikan urutan nilai yang sama seperti pada

variabel pengganggu. Perhi tungan Spearman Rank
! 19 ; . .
Damndar Gujarati, Ekonometri Dasar, Penerbit

Erlangga, 1988, hal.180
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Erlangga, 1988, hal.188

Correlation sebagai berikut:

p————t A}

k ' di’? ~ P YRR § S
re =1 - 6 ' JBTAKAAN
2 PERFUDS -
n(n” - 1) ‘ »UNIVERSITAS AIRLANGGA
o s[j]LA.BAA‘th —
no—- 2
to = rg -
1 - rg”
dimana :

Ho ==> to < tt tidak terjadi heteroshkedastis

Ho ==> to > tt terjadi heteroskedastis

df = N — 2

Jika model regresi meliputi lebih dari satu variabel
X. rs dapat dihitung antara /ei/ dan tiap—tiap variabel X
secara terpisah dan dapat diuji unptuk tingkat pen@ing

secara statistik dengan pengujian t.

b. Autokurelasi20

Untuk mendeteksi ada tidaknya Autokorelasi dilakukan
dengan menggunakan Metoda Durbin Watson. Dari pengujian
ini jika dibuktikan menerima Ho yang berarti
du < d < d—du berarti tidak ada korelasi baik positif
maupun negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

Gambar 11.4.

201 bid, hal.215-218.
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GAMBAR 11.4.
‘ ' Statistik d Durbin-Watson
JACH]

| t 77N | ! |
L TN !
Menolak Ho | Daerah | / \ | Daerah | Menolak Hg }
Bukti keragu- | N | kersgu- | Buky |
sutokorelast | f3guan 7 \, | 188uan | autokorelasi |
positif | }/ \J ! negati i
| Y 1~ | |
A AN ! '
7 =] |
W /% : Menerima Hy atau /g i \\\ : (
S i atau kedua-duanya ', s J !
4 J ] W '
i [ M {
-~ l ! l Il |

- 1 | 1 | 1 S d
0 d; dy 2 a—d, 4—d, 4

Legenda .
Ho : Tidak ada autokorelasi positif
H; : Tidak ada autokorelasi negatif
Statistik d Durbin-Watson.
Sumber : Damodar Gujarati, Ekonometrika Dasar,
hal.216
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BAR 111

ANAL ISIS FPENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT

3.1, Gambaran Umum .

3.1.1. Pendapatan vang Berasal dari Femerintabli Pusat

‘sebagai Penerimaan Daerah Tingkat I

Pendapatan vang BRerasal dari Pemerintah Pusat
merupakan pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Pendapatan yang berasal dari
.pemerintah pusat ini merupakan salah satu pos dari
penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Eelanja
Dasrah (APBD). Bentuk standar umum APBD, baik.dari seqgi
penerimaan maupun pengeluaran adalah sebagai berikut :

SISI PENERIMAAN

A. PENERIMAAN RUTIN

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu
2. Pendapatan vyang berasal dari Pemerintah dan/atau

Instansi yang lebih tinggi.

7]

Pendapatan Asli Daerah sendiri :
F.1. Pajak Daerah

3.2. Retribusi Daerah

3.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah
3.4. Penerimaan Dinas-Dinas

3.5. Penerimaan Lain—lain

4. Pinjaman Daerah

Lh
L ]

Urusan Kas dan Perhitungan

49
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B. PENERIMAAN PEMBANGLUNAN

1. S?sa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Laluw

2. Pendapatan vyang berasal dari Pemerintah dan/atau
Instansi yang lebih tinggi |

2. Pendapatan Asli Daerah

4. Pinjaman Daerah

5. Urusan Kas dan Perhitungan

S181 PENGELUARAN

A. BELANJA RUTIN

1. Belanja Pegawai

2. Belania Barang

3. Belania Pemeliharaan

4. Belanja Perjalanan Dinas
5. Belanija Lain-Lain

6. Urusan-Kas dan Perhithgan

B. BELANJA PEMBANGUNAN

I. Belanja Sektoral :
1. Sektor Pertanian dan Pengairan
2. Sektor Industri
3. Sektor Pertambangan dan Energi
4. Sektor Perhubungan dan Pariwisata
5. Sektor Perdagangan dan kKoperasi
6. Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman Kembali
7. Sektor Pembangunan Daerah

8. Sektor Agama
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?. Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan

Nésional, dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa

1. Sektor Kesehatan, Kesejahteran sosial, Peranan
Wanita, Kependudukan/kKeluarga BEerencana

11. Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman

12. Sektor Hukum

13. Sektor Keamanan dan Ketertibamn Umum

14. Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

15.: Sektor ILmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian

'1&. Sektor Operator Pemerintahan

17. Sektor Pengembangan Dunia Usaha

18. Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

1. Subsidi/ Rantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan

III. Urusan Kas dan Perhitungan

Sébagian besar penerimaan Dati I propinsi - propinsi
di Indonesia merupakan Fendapatan vyang BRerasal dari
Pemerintah Pusat sedang proporsi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Penerimaan Daerah adalah kecil. Gambaran ini
memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah masih kurang
berperan dalam pembiayaan péngeluaran ruatin daerah dan
memperkuat dugaan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya
masih sangat membutuhkan uiuran bantuen dari pusat baik
untuk pengeluaran rutinnya dan _terutama pembiayaan‘

pengeluaran pembangunan. Pernyataan diatas sesuai dengan
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o

pernyataan Nurimansyah Hasibuan yang ﬁengatakan babtwa
pendapatan asli daerah tidak mampu membiayai kebutuhan

' rutinnyé, karena éum?er~sumber vang yang besar telah
mengalir ke Pusat. Menurutnya pula, bahwa porsi Pusat
bukan sekedar pelengkap te£api merupakan bagian utama
dari sumber-sumber penerimaan daerahl.

Fada tabun 1982/1983 (Tabel 111.1) tampak 'bahwa
Pendapatan dari Pemerintah Pusat mendominasi total
Pendapatan Daerah dengan proporsi rata-rata sebesar
72,74%.. Proporsi Pendapatan Asli Daerah rgta—rata hanya
18,0% dan Lain—1lain 9,2%. Di beberapa daerah pendapatan
dari pemerintah pusat ini bahkan mencapai 907 seperti
Sulawesi Tengah dan Irian Jdaya. Hal 1ini wmenunjukkan
tingkat ketergantungan daerah yang sangat tinggi kepada
pemerintah pusat. Pengecualian dari gambarars umum ini
adalah "DKI Jakarta., dengan hanya 33,8 % dari total
pendapatan daerahnya berasal dari pemerintah pusat,
sedang Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 50,05 7 dari
total pendapatannya. Hal ini dapat dimengerti karena
adanya beberapa faktor, diantaranya adalah kedudukan DKI
Jakarta sebagai Ibu Kota negara sehingga relatif 1lebih

maju dari daerah—dae?ah lain dengan sumber pendapatan

2Nurimansyah Hasibuan, "Otonomi dan Desentralisasi
Keéuangan Daerah", Prisma, No.8, LP3ES, Jakarta, 1991,
hal. 20.
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daerah sendiri yang lebih besar, disamping itu struktur
pemerintahan DKI Jakarta berbeda dengan daerah-daerah
lainnya karena semua sumber pendapatan baik Dati I maupun
Dati II, seluruﬁnya dipungut untuk DKI Jakartaz.

Di Jawa Timur tingkat ketergantungan Penerimaan
Daerah terhadap' Pemerintah Pusat pada tahun 1982/1983
sebesar 74,94 7 dan proporsi Pendapatan Asli Daerah
terhadap penerimaan daerah sebesar 19,.56%. Jumlah
pendapatan dari pemerintah pusat di Jawa Timur terbesar
kedua setelah Jawa Tengah yaitu sebesar @ Rp 217.295,7

juta dan jumlab Pendapatan dari Pemerintah Pusat terkecil

diterima oleh Bengkulu sebesar Rp 18.917,6 juta.

2Departemen Keuwangan RI, Laporan Team Survey
Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia, seperti
dikutip oleh Tirta Hidayat, "Ferspektif Daerah dalam
Pembangqunan Nasional," Badan 0Otonom Economica FE-UI,

Jakarta, 1987, hal. 140.
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TABEL IXI.1.

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH TINGKAT I DI INDDONESIA.

:38338::=:=====i=38l’==E:‘#:32388::.’.’38332288833«:!:832::2::8::

ND  PROPINSI

Pendapatan dari Peserin PeAdapatan fsli
tah Pusat Daerah Lain-fain 1

--------------------------------------------

Kilai L1P ¢ Nilai Y 1P @ Nilai 117 ¢

. 1982/1983% (Dalae Ribuan Rupiah}

SISy I I T eSS SR PRI IS IRITITSOLTDAY

-------------------- Pendapatan

g e e e e e e o e e e e B
t

01 B, 1. ACER
02 SUNATERA UTARA
‘03 SUNATERA BARAT
04 Risl
03 JANBI
—-06 SUNATERA SELATAX

07 EENBEULY
0B LANPUNE
09 C.K. [ JAKARTA
10 I3uA BaEAT
11 JAYA TENGAH
12 2,1, YDEYAKARTA
13 JaNA TINUR
14 KRLINAKTAN BAZAT
15 KALIMANTAK TEMERH
16 KALINEKTAN SELATAN
17 KALINANTAN TIMUR
18 SULANEST UTARA

™ §9 SULAWESE TENSAH
20 SULANEST SELATAN
21 SULAWES! TENSEARA
22 8ALl
23 HuSh TENGGAKA PARAT
24 NUSH TENBGARA TIHUR
35 WLy
25 IRIAN JAYA

37236289.60  79.26 i577374l.00 12.29 3967404.90 8,45  45977436.30
93401802,00 79,53 19064225.00  15.89 $484584.00 4.57 119950408.00
§6666118,80  80.36 - 6733003.30 11,62 4332083. 10 7.82  571933265.20
32336227.10 72,31 6110607.40 13,70 6144884.60  13.77  4e12219.10
26641657.90  76.37  2087341.00 5.93 6177204.00  17.71  34866207.0%
48418144.50 75,17 12116077,20  18.81 3874459.40 4,02 64408681.10
18917562.00 78,71 -2024886.3¢ . 8.43 3091450.90 12,86 24033909.70
36492957.00  69.56  5450325.00  10.35  10519B34,00 20,05  52443118.00
47043984.40  33.80 126867813.20 30,05 A1364E7.10 16,14 257561234.79
190132949.00 72,28 §3111237.00  20.19  19800262.00 7,53 263044448.00
230829237,90  82.52 3415646540 12,21 14752301.40 5,27 279738005.70

39121458,00  74.94  5563352.00  §2.57 6319973.00  §2.49 52264783
217295723.00  77.99 54493609.00  19.56 6813132.00 2.45 778604484
33879825.70  7¢.08  4023738.60 9.04 4427737,20 14.88  #531301.
28860497.00  82.00  2717632.00 1.12 3615941.00 10,27 35193980,
32934167.00 73,28 3642634.00  12.56 6363252,00  14.16 44940033,
18984263,70  60.06  7207541.80  14.93  12069239.70 25,01 4Bz6104
48795143.30  83.70  6722233.%¢  11.§3 2777393.40 .77 3B284790.
2008%198.00  91.72.  16409158.00 5.27 74728¢.00 J.oL 31472398,
£6403191.10  79.92  8130699.10 .79 8555772.90 10,30 83091853,

L00
R0
50
20
0
i
40
il
16

19906785, 60 79.37 2107654, 60 8.37 3088113.10  12.26 25182533.30
35998966.00  74.7%  6037743.00 12,07 1670060.60  10.38  46906809.060
J1633399.50  Hi.e%  2290586.00 5.91 4820315,80 12,44 38744281.39
34938418,00  T78.23  2332167.00 5.39 6836400.00  15.79  43304983.00
18448563, 90 82.2)  A0iT7161.0v 11.6) 213093600 b.16  34396469.u0
51375705.96  S0.3¥ . 2054773.00 3.6l 344729900 b.06  S6877711.10

............................................................................................................

TB1AL FENDAFATAN

SELURUM FROFINS!

Keterangan =

Sumber

SKRIPSI

1S76874621.20 72.74 191500094.60  18.0b  199394823.50 9.2 e1771632. 3

# = Z TP = sebagai prosentase dari total
pendapatan daerah
¥ = Lain—-1ain = Sisa Lebih Anggaran Tahun

Lalu dan Pinjaman Daerah
Statistik Peta Keuangan dan Ekonomi

Daerah Tingkat I, Departemen Keuangan,
Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri
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G
Secara lengkap proporsi Pendapatan yang Berasal dari
Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daeréh, dan Lain-lain
terhadép Penerimaan, APBD Tingkat I Jawa Timur dapat
dilihat dalam tabel III.2. Selama Pelita I hingga FPelita
IV proporsi FPendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat
terhadap total penerimaan daerah berkisar antara 73 %
hingga 0%L. Sedang Proporsi Pendaﬁatan A=1li Daerah
terhadap total penerimaan daerah berkisar antafa Y- A
hingga 22,92 Y%, dan Lain—-lain berkisar antara 0,05 %
hingga 7,5 %.

Secara umum dapat = dikatakan bahwa peranan
Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat di Jawa
Timur cukup besar, sedang proporsi Pendapatan Asli Daerah
dan Fendapatan 1lain—lain dari tahun ke tahun cukup
menggembirakan karena adanya peningkatan. Diharapkan
untuk €ahun—tahun berikutnya juga mengalami peningkatan,
sehingga tingkat ketergantungan Fenerimaan daerah

terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang.
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s
TABEL III.Z2.

PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT, PENDAFPATAN
ASLI DAERAH,. LAIN — LAIN DAN PROPORSINYA TERHADAFP TOTAL
PENERIMAAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
( dalam jutaan rupiah )

e e i et e e . . s e e -— e Sy VAP ——

Tahun Pendapatan dr. Lain- Total
Pemerintah PAD . lain Fendapatan
Pusat (a) (b) (c)

—————— e e s e e Sl i e, i . S S S o —— — e e ke ah

— . e e e, o) e S e S Y e Sy . S A (o S S . B B B S Yo e e . S S S P e e e Y AR Al . Al e S S B 2 S . T Yy P

Pelita I

69/70 6428 74.8 1968 22,9 193 2.3 8588
70/71 7619 81,8 1330 14,3 In7 3.9 2316
71772 8895 B1,4 1838 146.8 196 1,8 10929
72773 12524 81,7 2273 14,8 487 3,2 15324
73/74 1619% 79,7 IJFAT 16,9 778 3.8 20316
Pelita 11

74/75 309858 90,3 3283 F.7 I00 0,9 33841
79/76 48974 77,4 138046 21,8 520 0.8 LIT00
76777 54615 80,3 12039 17.8 794 1,2 67448
77/78 B1615 85,7 13509 14,2 125 0,1 95249
78/79 0894 83,2 182585 16,7 S0 0.04 1092199
Pelita III

79/80 118461 84,5 21721 15,35 50 0,04 180232
80/81 168416 81,6 3JI7751 18,3 100 0,05 206268
81/82 201146 77,0 59830 22,9 100 0,04 2609786
82/83 217296 78,0 354496 19,6 6813 2.4 278604
83/84 2684463 85,1 41726 13,2 5172 1.6 I13361

Pelita 1V

84/85 298078 82,5 61289 17,0 18635 0.4 3612E2
85/86 334140 81,1 64137 15,6 13805 3.3 412082
86/87 354457 78,5 80338 17,8 16430 J.6 451224
87/88 384652 75,1 98531 19.2 28787 2.6 31197¢
88/89 409640 72,9 111087 19,8 41293 7.3 S62021

et A . s o e v S o T e - —— i i i S o i W i i Yo o Y T At S S S e

Keterangan :

(a) Pendapatan dari Pemerintah Pusat pada Penerimaan

. Rutin dan Pembangunan.

(b) Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Anggaran Tahun Lalu
(c) Tidak termasuk Urusan Kas dan Perhitungan

Sumber ]

1. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tk I Propinsi),
BFS, Jakarta, beberapa penerbitan

2. dawa Timur Membangun, Pemerintah Dati I Jdatim

3. BRiro Keuangan Dalam Angka, Pemda Tingkat I Jatim
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' 3.1.2. Perkembangan Pendapatan vyang . Berasal dari

Pemerintah Pusat di Jawa Timur

Besarnya bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah
tergantung pada penerimaan negara. Anggaran negara yang
tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(AFBN) ‘yvang demikian besar ternyata telab menjadikan
peranan sumbangan pemerintah daerah demikian keéil. Fada
tahun 198371984 sumbangan total dari pemerintah pusat

‘kepada pemerintah daerah di seluruh  Indonesia (Subsidi
Daerah Otonom plus Inpres) mencapai Rp. 2B4& milyar,
vaitu sekitar 16% dari anggaran nasionalz. Mesk ipun
jumlah bantuan dari pusat diatas merupakan sebagian kecil
dari pengeluaran negara namun bantuan ini merupakan
penerimaan terbesar bagi pemerintah daerah seperti vyang
telah dikemukakagn dimukaq.

Faktgr terpenting yang mempengaruhi keuangan
pemerintah daerah sejak kemerdekaan ialah kenaikan harga
migas di pasar dunia pada tahun 1260—an dan tabhun 1970-

S . L. .
an". Akibat dari ini, besar anggaran negara meningkat

“Nick Devas, "Keuangan Pemerintah Daerah di
Indonesiat Sebuah Tinjauan Umum®, dalam Keuangan
Pemerintah Daerah di Indonesia, Ul - Press, Jakarta,

1989, hal. 20.
% Ihid

q
“Ibid, hal. 17
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dengan sangat mengesankan, dari Rp. 334 milyar pada

tahun 1969/1970 menjadi Rp. 114634 milyar pada 1980/1981

atau kenaikan sebesar 3I8% per tahun®. Manfaat kenaikan

harga migas masuk ke dalam anggaran melalui pajak yang

dikenakan atas perusahaan minyak. Pertumbuhan dari sumber
daya keuangan yang besar ini membuka kemungkinan untulk

memperbesar sumbangan keuangan kepada pemerintah daerah.

Subsidi Daerah Otonom naik dari Rp 44 milyar tahun
196971970 menjadi Rp 976 milyar pada tahun 198071981,

atau‘pada laju tumbuh 33%Z per tahun’.

Pada akhir tahun 1#85, harga minyalk yang sangat
merosot menimbulkan kekhawatiran mengenai anggaran
negara. Namun patut dicatat, dalam tahun pertama anggaran
yang 1lebih ramping (1984/1987) bantuan keuangan kepada
pemerintah daerah boleh dikatakan satu-satunya sektor
yang éidak terpengaruhe. Namun demikian 3jika keuangan
pemerintah mengalami kesulitan yang besar, tidak mungkin
dihindari keharusan mengurangi bantuan keuangan kepada
daerah untuk masa yang akan datang.

Pola penyusunan APBD Tingkat 1 diwajibkan mengikuti

Olbid, hal. 17
71bid

BIbid, hal.1s.

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

"G

pola  penyusunan APBN, dimana APBD juga terdiri dari

9

Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan’. Anggaran rutin
© berhubungan dengan pelaksanaan tugas -~ tugas dan
administrasi pemerintah daerah, sedangkan Anggaran

Pembangunan ditujukan untuk tujuan—tujuan pembangunan.

Pola vyang digunakan Pemerintah Daerabh Tingkat I
dalam memasukkan bantuan dana dari Pemerintah Fusat dalam
APBD adalah babwa bantuan Pemerintah yang sifatnya rutin
dimasukkan ke dalam pos "Pendapatan yang BRerasal dari
Pemerintah Pusat", kemudian untuk bantuan dana Pemerintah
Pusat untuk pembangunan dimasukkén dalam pos "Pendapatan:
yang BRerasal dari Pemerintah Pusat".yang digunakan untuk
pembiayaan pembangunan. Rantuan dana dalam APBD yang
penggunaénnya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat
dimasukkan di dalam pos "Urusan Kas dan Ferhitungan".

Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKF)} ada dua, vyaitu
pos Urusan kKas dan Perhitungan pada penerimaan rutin dan
pos Urusan Kas dan Perhifungan pada penerimaan
pembangunan. Pos UKP ini sekedar merupakan pos transito,
yangmana pos ini berada dalam lingkup tanggung Jjawab
pemerintah daerah tetapi dana bersangkutan tidak dikelola

hlf."

‘wvleh bendaharawan daera . Hal ini berarti, penggunaan

Susijati B. Hirawan, opp. cit. hal. 100.

108y jan Brinder, "Pengelolaan Keuangan Femerintah
Daerah," dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,
Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 295.
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(Y8
dana ini tidak dibicarakan waktu DPRD tingkat I bersidang
untuk membahas APBDll. Kecuali Inpres Dati I, bantuan
Inpres ‘lainnya tercatat dalam pos Urusan Kas dan
Perhitungan (UKP}. Peéerimaan yang masuk dalam LIKP
dianggap sébagai Penerimaan Daerah damn bukan sebagai
bagian dari Fendapatan yang Berasal dari Pemerintah
#usatlz. Rantuan dana dari Pemerintah Pusat yang masuk
dalam Pos UKP dalam Fenerimaan rutin penggunaannya telah
ditentukan oleh Pemerintah Pusat danm Daerah tinggal
mematuhinya, diantaraﬁya adalah iuran wajib pegawai,
penerimaan kembali bermacam—macam jenis uwang panjar dan
lainnya. Sedang bantuan dana dari pemerintah pusat vyang
masuk dalam pos UKF dalam penerimaan pembangunén
merupakan dana vyang telah disediakan oleh pemerintah
pusat untuk pembiayaan pembangunan didaerah menurut
kegiatan. yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,
diantaranya Rantuan FPembangunan Kabupaten . Bantuan
Pembangunan Desa, Bantuan Sarana Pengadaan Kesehatan
(Inpres Kesehafan), Bantuan SD (Inpres 85D}, Rantuan

Fenghijauan dan Rebosiasi, Inpres Pasar, Inpres

Penunjangan Jalan dan sebagainya.

11Nick Devas, op. cit., hal. 48.

1z

Ibid, hal. 26.
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Ferkembangan Pendapatan yang Berasal dari Pemerintabh
Pusat di Jawa Timur dapat dilihat dalam Tabel TII1.3E.
Hesarnya = Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Fusat
pada Fenerimaan Rutin éendnminasi Total Fendapatan vyang
Berasal dari Pemerintah Pusat. Selama Felita I, proporsi
Fendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat pada
Penerimaan Rutin terhadap Total Pendapatan yang Berasal
dari Pemerintah Pusat rata-rata sebesar 83,674, untuk
Pelita II, III, IV rata—-ratanya selalu meningkat. Dilibat
dari pertumbubhan per tahunnya, pada Pelita I rata-rata
sebesar 30,7% kemudian pada Pelite I1 rata-rata meningkat
menjadi 43,5Z. Peningkatan ini karena adanya peningkatan
anggaran negara éebagai akibat kenaikan barga migas di
.pésar dunia seperti yang telah dikemukakan dimuka. Fada
Pelita I1II dan IV pertumbuhan rata—rata mengalami
penurunan vyaitu sebesar 26,9Z dan 8.8%Z. Hal ini karena
harga migas yang semakin menurun dan merosot pada tabhun
198% sehingga pada tabhun anggaran 198471987 anggaran
negara menjadi lebih ramping, walaupun demikian bantuan
keuangan kepada pemerintah daerah satu-satunya -sektcr
vang tidak terpengaruh,; namun rata-rata pertumbuhannya

. 13
semakin menurun . Prosentase FPendapatan vyvang FBerasal

dari Pemerintah Pusat pada Fenerimaan Pembangunan

=
131 bid, hal. 18.
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"terhadap Total Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah
Pusat selama Pelita I-1IV hanya berkisar 3% hingga 20%
saja, sedang bila dilihat dari pertumbuhannya cukup
berfluktuatif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar
Pendapatan vyang Berasal dari Pemerintah Pusat sebagian
besar digunakan untuk pembiayaan rutin dan hanya sedikit
yang digunakan pembiayaan pembangunan daerah. Secara
rinci perkembangan dari Pendapatan vyang berasal dari
Pemerintah Pusat baik pada penerimaan rutin maupun

pembangunan akan diuraikan kemudian.
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Tabel 1II. 3 .
PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH
FPUSAT DI JAWA TIMUR SELLAMA PELITA I-1V
(dalam jutaan rupiah)

Pendapatan Rutin Pendapatan Total Fenda-
Pelita dari Pem.Pusat Pembangunan dr. patan yang
Pem. Pusat berasal dr.
————————————————————— - —m e — e ——— = Pemer-intah
FPert. Fert Pusat
(%) %Pl (%)  %TPZ
Pelita I .
69/70 S5146,96 ~ BO 1280.61 - 20 6427 ,358
70/71 5943 ,24 15,5 78 1676 .00 30,9 22 7619 .25
71/72 724645,38 22,3 B2 1629,.13 -2.8 1B 8854, 52
72/73 10927,81 50.4 87 1555,73 -4,% 12 12323%,54
73/74 14714 .37 34,6 91 1480,74 -4,.8 ? 16195,12
Rata-rata 30,7 83 4,7 16
Pelita 11
74/75 243585,11 67,1 80 9972 ,63 J03 20 JOR57,74
75/76 42073 ,27 71,1 84 6901 ,02 35,7 16 48974 ,30
76/77 47322,09 12,5 87 7285.67 -10 X S54614,76
77/78 73413,88 S5,1 20 8200,74 12.6 10 81614,76
78/79 82062,36 11.8 90 8831.,41 7.7 10 FOR93,78
Rata-rata 43,5 86 69,9 14
Pelita II1 . '
79/80 108818.,29 32,6 92 2643 ,09 9.2 8 118461.38
BO/B1- 157423,88 44,7 93 10992,35 13,9 7 168416 ,23
81/82 187296,78 18,9 93 13749.64 25,1 7 2010446 ,42
82/83 204932,36 9.4 94 12363,37 -10 6 217295,72
83/84 256715,07 29,3 95 11747,78 -4,9 4 268462 .85
Rata-rata 26,9 94 6.6 6
Pelita 1V
84/85 286008,10 11 .4 96 12069,55 2,7 4 298077 .65
85/846 321124,92 12,3 26 13014,98 7.8 4 334139.91
86/87 3F40783,81 6,1 26 13672.80 S.1 4 394454 ,61
87/88 369388,91 8.4 Q6 15262, 66 11,6 4 284651 ,57
88/89 390612,80 S,7 95 19127,55 24,7 3 409640 ,35
Rata-rata 8,8 96 10,4 4

- e . . e St T T T S e e T it e i A . S e S " . . e T . o P S Y i i

proporsi pendapatan rutin dari pemerintabh pusat
terhadap total pendapatan dari pemerintah pusat
2. Proporsi pendapatan pembangunan dari pemerintah
pusat thd.total pendapatan dr. remerintah pusat

Keterangan : 1.

:—Statistik
Jakarta,
—Jawa Timur Membangun,
—BRiro Keuangan Dalam Angka,

Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I, EPS,
beberapa penerbitan
Pemda Tingkat I Jawa Timur.

Pemda Tingkat I Jatim.

Sumber
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3.1.2.1. Perkembangan FPendapatan vang Rerasal dari

Pemerintah Pusat pada Penerimaan Rutin di Jatim

Pendapatan vyang Berasal dari Pemerintah Pusat pada
Penerimaan Rutin, seriég disebut juga Subsidi Daerah
Otonom (SDO). 6DO ini diberikan untuk pembiayaan
pengeluaran rﬁtin pgmerintah—pemerintah daerah yang
terdiri dari14:

1. Rantuan belanja pegawai yang dalam AFBD Tk. I
termasuk dalam pos Subsidi/Ferimbangan Keuangan.
Bantuan ini mencakup pembayaran gaji, tunjangan
beras dan tunjangan lainnya.

2. Bantuan blok (ganjaran) yang merupakan bantuan

belanja non pegawai yang diarahkan.
. sepp — SpN1T.
4. Lain—-1lain sumbangan/ganjaran yang merupakan bantuan
belanjia non pegawai yang ditetapkan penggunaannya
secara pasti. Bantuwan ini digunakan untuk membiayai

kegiatan lembaga pemerintahan, non pemerintahan,

kegiatan operasional dan belanja rutin lainnya.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai masing—masing

4Kenneth Davey,. "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di

Indonesia”, dalam Keuvangan Femerintah Daerah di
Indonesia, UWI - Press, Jakarta, 1989, hal. 183,
15

Sejak tahun 197771978 SDO menampung biaya
penggantian SPP - SDN yang telah dibhapus, Nota Keuangan
dan RAPEBN 1984/1985, hal. 60.
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bantuan tersebut sebagai berikut: ,

a. Subsidi/perimbangan Keuangan (Cur?ent transfer from
‘ Central Goverment)

quelum tahun 19%1/1972, dana Femerintah Fusat
disalurkan menurut rumus yang ditentukan DPR (UL No.32
tahun 1957) yang secara khusus berusaha memperhitungkan
semua pertimbangan ekonomi vyang relevanlb. Dengan
demikian, alokasi dana akan berbeda—-beda menurut Jjumlah
penduduk, jumlah jalan, proyek pengairan dan sebagainya.
Sayangnya pelaksanaan tersebut sangat rumit. Pemérintah
propinsi ragu-ragu akan jumlah dana pemerintah pusat yang
dapat mereka harapkan. dan dalam beberapa izl
mengakibatkan beberapa propinsi tidak sanggup memenuhi
pembayaran gaji—-gaji pegawai pemerintab yang dipekerjakan
untuk melaksanakan tugas—tugas yang dibebankan kepada
mereka. -Umumnya diakui bahwa sistem dana tersebut tidak
adil dan tidak sesuai untuk membantu pembangunan
didaerabh—~daerah dan akhirnya program dihentikan pada
tahun fiskal 1971/197217.

Sistem yang ada sekarang disusun oleh Departemen

Dalam Negerile. Departemen Dalam Negeri menyediakan

ochaw, B. K, op.cit, hal. 3i9.

17 1hig

19]bid
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[y
1007 dari wuwang yang akan diberikan untuk menggaji
pegawai pemerintah setempat , akibatnya 5epartemen
' tersebut menanggung sebagian anggara% rutin dan
menjamin kemampuan peéerintah propinsi untuk membayar
pegawai—pegawéi mereka.

Subsidi/perimbangan keuangan dari negara yaftu
penerimaan subsidi perimbangan keuangan dari
Pemerintah Fusat untuk pembayaran gaji pegawai negeri
sipil daerah dan pegawai negeri sipil pusat
diperbantukan pada daerahlq.

Subsidi/perimbangan keuangan yang digunakan untuk
belanja pegawai ini mencékup gaji, tunjangan Jabatan
dan pensiun, yang meliputi jumlahb pegawal yang besar
dan meliputi semua tingkat dari pejabat tinggi sampai
pegawai kecil termasuk sopir dan pesuruhgo.

Ferkembangan Subsidi/perimbangan keuang%n di Jawa
Timur selama Pelita 1-IV dapat dilihat aalam tabel
I11.5. Selama Pel@ta I-1V te: lihat babwa  peranan
Subsidi/peri&bangan keupngan sangat dominan dalam |
Pendapatan vyang Porasal dari Pemerintah Fusat pada
penerimaun rutin. Pada Pelita 1 prosentase subsidi/

perimbingan keuangan terhadap FPendapatan dari

. 19Penjabaran Anggaran Pepdapatan, Kegiatan/pasal dan
Froyek AFBD Praopinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun
Anugaran 198871989, Buku 1 A, hal. é&.

20 . -
¥enneth, Davey, op. cit, hal. 183.
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Pemerintah pusat pada penerimaan rutin sebesar 100%,
pada waktu itu memang hanya ada satu jenis subsidi
pada penerimaan rutin tersebut. Sedang prosentase
Subsidi/perimbangan keuangan terhadap total FPendapatan
vang berasal dari Pemerintah Pusat rata-rata selama
Pelita I sebesar B83,58%. Pada Pelita 11, 111 dan IV
prosentase Subsidi/perimbangan keuangan terhadap
Pendapatan dari pemerintah pusat pada penerimaan rutin
rata-rata masing—-masing sehesar 99,26%, 95,5324 dan
?1,.58% sedang terhadap total Fendapatan yany Rerasal
dari Pemerintah Pusat rata-rata masing-masing sebesar
g5,8%, B9,47% dan 87,834. Dilihat dari pertumbubannya,
pada FPelita I rata-rata per tahun sebesar 30,69%,
kemudian untuk Pelita 11, 111 dan IV rata-rata
pertumbuhannya masing-masing sehesar 43,37%, 24,46%
dan 9,27%. Kalau kita amati pertumbuhan rata-rata per
tahunnya, pertumbubannya sesuai dengan pertumbuhan
Pendapatan dari pemerintah pusat pada penerimaan rutin
dimana pada Pelita I dan Il pertumbuhan rata-ratanya
meningkat kemudian pada Pelita III dan IV mengalami
penurunan (lihat tabel III.3). Hal ini disebabkan
Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat pada
penerimaan rutin sebagian besar berupa
Subsidi/perimbangan keuangan, sehingga pertumbuhan
Fendapatan dari pemerintah pusat akan diikuti atau

sesuai dengan pertumbuhan Subsidi/perimbangan keuangan
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TIMUR SELAMA PELITA I — 1V
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TABEL 111.4

KEUANGAN

{dalam jutaan rupiah}

DI JAWA

% terhadap
toital Pen-
dapatan dvr
Pem. Fusat

Subsidi./ kenaikan % terhadap
Felita perimbangan per th. Pend.FPem.

?euangan A7) Pusat pd-

Fen.Rutin

Pelita 1
6Q/70 D5146,96 - 100
70771 5943 ,24 15,5 100
71/72 7265,38 22,2 100
72/73 10927 .81 50,4 100
73/74 14714 ,37 34,6 100
"Rata—-rata 30.69 100
Pelita 11
74/73 243585,11 67,08 100
73/76 42073 ,27 71,13 100
7&/77 4686B,94 11,40 99,03
77/78 708460,79 51,19 6,52
78/79 793260,98 11,77 6,71
Rata-rata 43X 37 29,26
Felita 111
79780 163875,99 32,78 5,46
80/81 146224, 64 40,27 ?2.89
81/82 17134%,70 17,67 21,49
B2/83 186358, 12 8.80 0,919
83/84 235355,12 2y, "1 1,68
Rata-ratea 24,15 95,93
Pelita 1V
B84/85 262754 ,38 11,64 ?1 .87
B5/86 297007 ,15 11,51 ?1,24
R6/87 3I07074,78 4.8 F0,11
87/88 IZH759,21 Q.34 Q0.89
88/89 Ibe261,58 2,08 E,.77
Rata—rata F.27 L,S7

80,08
78

81,68
87,26
90,86

83,58

80,45
85,90
85,82
86,87
87,31

85,80

87,69
86,82
35,23
B5.76
87 .67

89,47

88,15
87,69
86,63
87,29
B9 ,41

Sumber:1.

SKRIPSI

BFS, Jakarta,

Tingkat

3. Biro FKeuangan Dalam Angka,

I Jawa Timur.
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Statistik Kewangan Pemerintah Daerah Tingkat I,
beberapa penerbitan.

Jawa Timur Membangun, Pemerintah Daerah Tingkat
I Jawa Timur :

Femerintah Daesrah
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b. Ganjaran
Ganjaran adalah jumlab wuang vang diserahfan
. kepada daerah terhubung dengan . bewaiiban

menyelenggarakan tuéas negara atauw jumlah uang vyang
diserahkan kepada daerah berhubung tugas negara telah
menjaéi'urusan rumah tangga daerahzl,

Dasar pemberian ganjaran adalahzz:

a. Daerah memerlukan waktu yang tidak singkat uwuntuk
dapat menyesuaikan keadaan keuangan guna
menanagung bertambabnya pengeluaran untuk tugas
vang diserahkan kepada daerah.

b. Pada hakekatnya negara tidak dapat melepashkan
diri sama sekali dari pertanaggung jawaban atas
penyelenggaraan otonomi daerah, karena dalam
tugas dimaksud selalu terdapat LNSUE~Unsue
kepentingan umum yang pada pckoknya menjadi tugas
negara.

Banjaran ini meliputi biaya operasional bagi
pembantu—pembantu bupati/waliknotamadya, kegiatan
Hansip kabupaten/kotamadya dan kecamatan, kegiatan
pengawasan inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya,

kegiatan FKK, FPramuka dan OGenerasi Muda, penataran

2 . . -
‘1Su5ijati BR. Hirawan, gp. cit, hal. 205,

.
2lghetrisno PH, op. cit, hal. 202.
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P-4, penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan
dan pengeluaran keuangan desa (APFPED), kegiatan =osial

. dan politik dan peningkatan pengelolaan administrasi

— L

keuwangan daerah <.

Perkembangan ganjaran yang diberikan sejak tahun
anggaran 1983/1984 dapat dilihat dalam tabel I1I1.5.
Prosentase ganjaran terhadap Fendapatan dari
pemerintah Pusat pada penerimaan rutin hanya berhkisar

1% hingga 5%.

TABEL JI¥II.3

PERKEMBANGAN GANJARAN DI JAWA TIMUF

(dalam jutaan rupiah)

ot o v e . e s e S e T iy o S A e oAk S, w4 A S S T, i . e et S g Tl B S o iy B e 4 4 Py e i WO s s

F'ahun Ganjaran pertumbuvhan % thd.Fend.Fusat

per th.(%) pd.Fen.Rulin
83/84 4718,44 - 1.84
84/85 5244 ,44 11.15 0,09
85/8B& 11980,39 128,43 373
8&/87 1126310 ~5.99 330
B7/88 17693,29 857,09 4,70
éB/B? 10541 ,51 —40,472 3:20

e R

—— . o A, o e e A . S (e S

Sumber: Statistik Keuangan Femerintah Daerab Tinghkat
I, BPS, Jakarta. beberapa penerbitan.

2% ota  Keuangan _dan RAPBN 1991/1992, Republik

Indonesia, hal. 308.
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c. Subsidi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan_ Sekolah Dasar

Negeri (SBPP ~ SDN)

SBPF — SDN merupakan subsidi/bantuan pembiavaan
penyelenggaraan sekolah dasar negeri yang dipergunakan
untuk pelaksanaan belajaran, tata usaha sekolah,
kesejahteraan pegawai sekolah, evaluasi. belajar tabap
akhir (EBTA}, porseni dan lain—lain24.

SEPP — SDN mulai diberikan seiak tahun 197771978
vyang dimaksudkan sebagai pengganti dari pembebasan
iurgn SDN yang dihentikan untuk murid kelas I, II, I11
dan tiga kelas diatasnya sejiak tahun 1978/1979. Sumber
pembiayaan untuk bidang pgndidikan lainnya selain
SRFP — SDN adalah Inpres SD, anggaran dari F dan K,
APED tingkat I dan 1I, Badan Fembantu FPenyelenggaraan
Pendidikan (BP3) dan laia-lain.

éerkembangan SRPP ~ SDN dapat dilihat dalam tabel
I1I.6. Proporsi SBPFP —~ SDN terhadap Pendapatan dari
Pemerintah Pusat pada Penerimaan Rutin berkisar antara

2,59% hingga 4%.

24Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/pasal dan
proyek APBD FPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tabhun
Anggaran 1988/1989, Buku I A, hal.B.
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TAREL III.6
FERKEMBANGAN SBPP —~ SDN DI JAWA TIMUR
(dalam jutaan rupiah)

——— ——— ——— et e e i e e s e e

Tahun SBPP — SDN pertumbuhan % thd.Fend.
per th. (%) Fem.Pusat pd.
Pen. Rutin

e i s st P . Sty A4 . vy b . L e S P Ak A A

77/78 2002,23 - 2,73
78779 2078, 65 =,82 2,53
79/80 4248,05 104,00 3.91
80/81 5565, 03 30,69 =, 54
81/82 7259,11 30,44 - 3,87
82/87 7975.64 9,87 .89
/84 B692.16 8,98 3,5
84/85 10222,64 17,61 3,57
85/86 11121,91 - 8,80 3,46
B6/87 11904,24 7,03 2,49
_7/88 11400,86 ~-4,23 =,09
88/89 11433,39 0,29 2,93

e —_ e i o —— —— n mm o sk i, e b e e —— o e

Sumber: Statistik Keuangan Femerintabh Daerah Tingkkat
1, BPS, Jakarta, beberapa penerbitan

d. Lain—-lain sumbangan/ganjaran

Rantuan yvang tidak termasulc dalam Spbsidi/
perimbangan keuangan, Ganjaran dan SBPF — SDN termasuk
dalam subsidi ini. Bantuan ini digunakan untuk lain-
lain belanja pegawai pemerintah daerah, latihan
pegawai, subsidi BBM atau kompensasi EBM, tunjangan
kurang penghasilan aparat pemerintahan desa,
keperluan latihan prajabatan, pengembangan dan
pemeliharaan obyek pariwisata daerahZS. '

25 enneth, Davey, op.cit, hal. 183.
SKRIPSI
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Ferkembangan Lain—-lain sumbangan/ganjaran dapat
dilihat dalam tabel II1.7. Rari Tabel +terlihat bahwa
proporsi Lain*lain sumbangan/ganjaran terhadap pendapatan
rutin yang berasalvdari pemerintah pusat hanya berkisar
0,5 — 94 saja.
TABEL. 111.7
PERKEMBANGAN LAIN-LAIN SUMBANGAN/GANJARAN JAWA TIMUR

{dalam jutaan rupiah)

Th. iLain—lain sumbangan/ 4 thd.Fend.Fem.Fusat

ganjaran pd. Pen, Rutin

76177 460,15 0,97

77/78 390,86 0,73

78779 K22,73 a,76

72/80 684,25 O 63

80/81 9634,21 6O

81/82 8687 ,97 1,64

82/8% 10598, 60 Srnle’

Z/84 7949 .35 3.10

84/85 7786 ,69 2,40
85786 S015,47 1,56

86/87 10541 ,69 I, 07
87/88 4335,55 1.23

88/89 2376,32 0,41

3.1.2.2. FPerkembangan FPendapatan Yang berasal dari

Pemerintah Pusat pada Penerimaan Pembanqunan.

Pendapatan Yang berasal dari Pemerintah Fusat pada
anggaran Fembangunan terdiri dari Bantuan Fembangunan

Daerah Tingkat I dan lpeda/PEB.

a. Bantuan Pembangunan Daerah Tinghkat I{(Inpres Dati 1)

Penentuan alokasi Bantuan Fembangunan Daei~ah

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI
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4
Tingkat I gsebelum tabhun 1973%/1974 ditetapkan atas
besarnya kemampuan ekspor tiap daerah vyang dikenal
sebagai SFP - ADO (Subsidi Ferimbangan Keuangan
Fengganti Alokasi De;isa btnmatatis). Setelah tahun
1973271974 diganti dengan Bantuan Pembangunan .Daerah
Tingkat I karena disadari bahwa SPP — ADO  tersebut
mempunyai beberapa kelemahan diantaraﬁya adalah daya
kemampuan pembiayaan pembangunan meniadi sangat
perbeda antara aaerah—daerah Tingkat I dan sangat
terbatas bagi daerah Tingkat 1 yang tiaak mempunyai
sektor ekspor yang telabh berkembangzb'

EKantuan Pembangunan Dati 1 pembagian bantuannva
tidak lagi didasarkan pada nilai skspor, akan tetapi
hesarnya ditetapkan atas dasar kriteria vyang lebih
obyektif, antara lain seperti: panjang Jjalan atau
jembatan vyang dipelihafa atau diperbaiki, luas areal
pertanian yang digarap dan lain-—lain. Disamping itu
ditetapkan pula jumlah bantuan minimum untuk tiap—-tiap
Dati I sebesar 500 juta. Perkembangan Inpres Dati 1
dapat dilihat dalam Tabel I11.8. Bila dilihat dars3
prosentase Inpres Dati I terhadap Pendapatan vyang

berasal dari Pemerintah Pusat pada penerimaan

Pembangunan, prosentasenya berkisar antara 634 ~ 94%,

2‘l:’F.'r:';:n_‘l:ulik Indonesia, Repelita 11 1974/1975-19778/
1979, Buku III, hal. 98)
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la dilihat dari prosentase

- 204

—

Inpres Dati I %

62/70
70/71
73772
72/73
73/74

Pelita

74/73
73/76
76/77
77/78
78/79

Pelita

79/80
g80/81
81/82
82/83
83/84

Felita

84/85
85/86
86/87
87/88
88/89

I

1200, 00
1561 ,27
1458,24
1377.78
1388,20

11

5659, 00
6364 530
6674 ,00
7342,00
7842,00

III

8532, 50
9769, 23
12549,64
10963,37
10640,86

IV

10570,59

11398,.61
12000,00
12000,00
12000,00

7%

terhadap Total
yvyang BRerasal dari Pemerintah Pusat hanya
saja.
* Tabel I11.8
FERKEMBANGGAN INPRES DATI I DI JATIM
(dalam jutaan rupiah}
thd. PP % thd. PT
2 el 18,47
23yl S 20,49
89,51 16,39
a8,90s8 11,00
PEL LD 8,37
F4,75 18,32
Q2. 25 13,00
21 .60 12,22
89,53 9,00
88,80 B, &3
88,87 7,08
88,87 53,80
7 1E 27 b 28
88,48 S9.04
20,58 I,R96
a7 .58 355
87,58 J.22
B7.,74A Te38
78,62 R R
62,74 2:93
Fendapatan yang Berasal Pemerintah

Keterangan::PP =

Pusat pada Anggaran Fembangunan

PT

I

ANALISIS PENDAPATAN.....

Total Pendapatan yang Rerasal dari
Pemerintah Pusat
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b. Ipeda/PBB
Tidak seperti negara-negara lain dimana pajak
+ kekayaan diawasi dan dimiliki secara langsung oleh
Femerintah daerah, 'di Indonesia pajak tekayaan
bukanlah pajak vyang dimiliki daerah sepenuhnva.
Walaupun sebagian besar pajak ini dipungut oleh
pemerintah daerah tetapi dar). pemilikannya
dikategorikan sebagai penerimaan pusat. Mesk.ipun
demikian penggunaan hasil pajak tersebut sebagian
besar diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.
Per&embangan pajak kekayaan di Indonesi’ dimulai
dengan pajak Ipeda yang pada akhirnya pada tahun 19806
dihapuskan dan diganti menijiadi Pajak Bumi. dan
Bangunan. Felaksanaan pemungutan PRR ini menghapushkan
dua Jjenis pajak yang dipungut pada Ipeda yaitu pajak
kekayaan dan paijak rumah tangga.
Tabel I11.9 memperlihatkan perkembangan Ipeda/
PBE di Jawa Timur. PFProsentase Ipeda/FRR  terharap

Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat parla

penerimaan pembangunan berkisar 5% - 37%.
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Tabel III.9

PERKEMBANGAN IPEDA/PBE DI JAWA TIMUR
{dalam jutaan rupiah)

——— — ———— e —— e bt s S i

T

Thn. Ipeda/PBR % thd. PP
69/70 80,614 6,72
70/71 114,733 6.84
71/72 170,894 10,49
72773 177,945 11,44
73/74 92,543 6,25
Pelita II

74/75 313,632 5,25
75/76 534,720 7,75
76177 611,674 8,39
77/78 858,741 10,47
78/79 989,413 11,20
Pelita III

79/80  1110,587 i
g80/81  1223,125 i L
81/82  1200,000 8,73
82/83  1400,000 —
g3/84  1106,924 9,42
Pelita IV

B4/85  1498,959 12,42
85/86 1616,.376 12,42
B6/87 1672,798 12,23
87/88 3I262,659 21,38

88/89 7127 ,545 37.46

Keterangan :
PP = Pendapatan yang berasal dari

Pemerintah Pusat pada
Penerimaan Pembangunan

3.2. Hasil Penelitian_dan Pembahasan

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya

bahwa dugaan sementara Pendapatan yang Berasal dari
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P4z
Pemerintah Pusat - di Daerah Tingkat I Jawa Timur
dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jumlah penduduk murid
Sekelah Dasar, Jjumlah - pegawai daerah otonom, usaha
pajak daerah dan PDRB/capita.

Data vyang digunakan dalam perhitungan adalah data
time series tahun anggaran 1969/1%970 — 1988/1989. Data
PDRB/capita dan data usaha pajak daerah disesuaikan
dengan tabhun anggaran, untuk mendapatkan data tersebut
digunakan cara Interpolasi Linier.27 Rumus yang digunakan
untuk memecah data tahunan menjadi data triwulanman adalah
sebagai berikut:

a1 = 1/4 { (Yt — 4,5/712 (Yt ~ Yt-1)

[

(o

Q2 = 174 { (Yt — 1,3/712 (Yt ~ Yt-1)
G3-= 174 (WOt ', 5/12 (Yt~ Yissime;
GAa = 1/74 { (Yt + 4,5/712 (Yt ~ Yt-1) 7

dimana Q1= triwulan I, @2= triwulan II, G3= triwclan
I11 dan Q4= triwulan IV.

Untuk data PDRRB/capita yang telah disesuaikan (tabun
anggaran) diperoleh dengan menjumlahkan Triwulan (I, III
dan IV tahun tertentu ditambah Triwulan I pada tahbun
berikutnya.

Selanj;tnya akan dijelaskan tentang estimasi

variabel-variabel dengan menggunakan alat bantu

7Cara ini telah digumakan Ruby Indrakusumah untuk
memperoleh PDB Triwulanan, Ruby Indrakusumah, "Peranan
Pajak Non Migas dalam APBN, Skripsi 5-1, Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, hal. 1& ~ 17.
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ekonometrika melalui proses pengolabhan dengan paket
praogram Microstat.
Hasil estimasi tersebut adaiah sebagai berikut:

FT = —-14355,15 + L,OOOOOéz P + 865,07 MST + 13162.3%7 FDO
+ 2329,46 UP + 00,0042 PDRB + ut

Untuk lebih jelasnya lihat Tabhel berikut ini:

Tabel III.10
Estimasi Regresi Berganda

Variabel toefisien Regresi . .test Partial r
P 0, 0000062 0037 - 0,00009
MSD 805,07 S5,.,7595% 0,70299
PDO 13162 ,37 7 s BOZ% 0,813

ur 2529 ,46 ' I 260%K 0,2152
FDRE 00,0042 2,011%% 00,2241

Konstan —14353%,1547

Catatan: ¥ signifikan dengan taraf nyata 1%

¥¥ signifikan dengan taraf nyata 5%

R2 = 00,9889
Fo = 200,186
D-W = 11,9393
Dari hasil uji ¢t statistik terhadap koefisien

regresi ternyata hanya variabel jumlah penduduk yang
tidak signifikén baik pada taraf nyata 1% maupun 5%4Z. Hal

ini sesual dengan penelitian Alfian Lains yang
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R0

menyebutkan bahwa faktor penentu vyangg lebih tepat

bukanlah jumlah penduduk, melainkan persentase penduduk

28

pegawai Qaerah otonom yang ada di sebuah propinsi.

Dugaan semula faktor/variabel persentase penduduk
pegawai daerah otonom merupakan variabel yang memberikan
pengaruh paling dominan. Berdasar perhitungan dugaan ini
ternyata terbukti dimana perubaﬁan persentase pendﬁduk
pegawai daerah mempunyail pengaruh positif yang cukup
besar terhadap Pendapatan yang Eérasal dari’ Pemerintabh
Pusat. Hal ini dapat dilihat dari hasil estimasi dimana
koefisien regresinya bertanda positif dengan nilai
sebesar 13162,37. Bukti lain yang menunjukkan kondisi ini
adalah uji-t nya, ternyata t hitung (to) = 7,80%F lebih
besar dari t tabel (tt) = 2.145 yang berarti menunjukkan
ada hubungan yang signifikan pada taraf nyata 1%. Selain
ituw. bila dilihat koefisien determinasi partialnya (r2)
ternyata" persentase penduduk pegawai  daerah merupakan
Suhbangan yang Saﬁgat berati dibandingkan dengan
vaéiabel—variabel bebas lainnya yakni sebesar rz = 0,81,
Ini berarti 81i% perubahan Pendapatan yang Berasal dari
Femerintah Pusat dipengaruhi oleh persentase penduduk
pegawai daerah otonom. Disamping itu bila dilihat pada
Tabel 111.4 terlihat bahwa Subsidi Ferimbangan EKeuangan
mempunyai proporsi .terbesar terhadap Pendapatan vyang

Berasal dari Pemerintah Pusat yang berkisar 0 - 1007

28 . . .
Alfian Lains, op. cit, hal. S0
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31
dimana Subsidi Perimbangan Keuangan ini merupakan subsidi

dari Pemerintah Pusat untuk pembayaran gaji pegawai
Qegeri. Persentase .penduduk pegawai daerah otonom
merupakan faktor yang dominan terhadap Pendapatan vyang
Berasal dari pemerintah Pusat, hal ini sesuai  dengan
hasil penelitian terdahulu seperti yang diutarakan oleh
Alfian Lains dan Tirta Hidayat.

Hal lain yang diperkirakan mempengaruhi Fendapatan
vang Rerasal dari Pemerintah Fusat adalah persentase
penduduk  murid Sekolah Dasar. Dari hasil estimasi to =
5,795 > tt = 2,145 vyang menunjukkan variahel ini
berpengaruh secara nyata pada taraf nyata 17 atan dengan
tingkat keyakinan sebesar 99%. Dilihat dari lkoefisien
determinasi partialpya variabel persentase penduduk
penduduk  murid 5D ;ni sebesar 00,7029, hal ini berarti
70,?92 perubahan Pendapatan yang Eerasal dari Pemerintah
Pusat dipengaruhi oleh variabel persentase penduduk murid
Sekolah Dasar.

Variabel usaha pajak daerah mempunyai pengaruh yang
positif terhadap Pendapatan yang Ferasal dari FPemerintah
Fusat di Daerah Tingkat 1 Jatim. Meskipun haefisien
determinasi partialpya hanya sebesar 0,2102 atau 21 ,93%
namur uji t— nya menunjukkan signifikan pada taraf nyata
57 yaitu to = 1,960 > tt = 1,761. Usaha pajak daerah ini
mempunyai hubungarr positif, hal ini dapat dilihat dari

koefisien regresinya sebesar 2529,4%5. Hal ini berarti

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

e
dengan  adanya Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah

Fusat dapat merangsang Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam
meningkatikan pengumpulan pajak daerah.. Pari hasil
penelitian Suparmoko yang meliputi 26 propinsi  yang
menyebutkan bahwa semakin besar subsidi Pemerintah Pusat
justru  akan melemahkan usaha pengumpulan pajak ternyata
tidak terjadi di daerah Tingkat I Jawa Timur.QQ Dalam
Tabel 1 (hal. 4) dapat kita 1lihat adanya peningkatan
penerimaan as=li daerah selama Pelita I hingga pelita 1V
dimana peningkatan ini tidak hanya pada pertumbuhan
realisaginya dari tahun ke tahun saja tetapi juga adanya
nénjngkatan prosentase terhadap Penerimaan Daerah.
Variahel terakhir yang diduga mempengaruhi
Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah fPusat oi Dati 7
Jawa fimur ini adalah FDRB/kapita. FDRR per Lkapita
mempunyai hubungan positif yaitu sebesar 0,0042. Dari
hasil perhitungan to = 2,01t > tt = 1,761 yang
menunjiukkan variabel ini mempunyai pengaruh npyata pada
taraf nyata 5%, Kéefisien determinasi partial sebesar
00,2241 vyang berarti 22,417 perubahan Pendapatan vyang
Berasal dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur dipengaruhi oleh PDRB/kapita. Dalam penelitian
Alfian Lains, PDRR/kapita seharusnya mempunyai bubungan
negatif dalam arti daerah yané pertumbuban PDRB/kapitanya.

+ besar akan memperoleh subsidi dari Pemerintah Pusat

295uparmoko, op.cit, hal.320
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yvang semakin rendah. Di Daerah Tingkat I Jawa Timuf
FDRR/kapita menunjukkan hubungan yang positif dengan
?endapatan yang Rerasal dari Pemerintabh Pusat di Dati I
Jdatim. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam
memberikan/mengalokasikan subsidi kepada daerah khususnya
Paerah Tingkat I Jawa Timur bkelum memperhatikan aspelk
pemerataan dan bila hal ini terus berlanjut ket;mpangan
antar daerah akan semakin besar mengingat daerah masih
sangat tergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat sedang
peneribaan asli daerah masih heium dapat diandalkan.

Tirta Hidayat, vyang mengemukakan bahwa dalam
pemberian subsidi ke daerah Femerintah cenderung
memperhatikan kriteria kebutuban dari pemerintah daerah,
dalam penelitian ini terbukti. dimana faktor jumlah
pegawai daerah otonom, Jjumlah murid Sekolah Dasar
ternyata mempunyai pengarubh yeng cukup besar  terbadap
Pendapatan vyang Bergsal.dari Pemerintah Fusat di.  Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur.

Uraian diatas hanya didasarkan secara parsial  untubk
setiap variabel bebas sampai seberapa Jjauh pengaruhnya
terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian secara
berurutan dapat dikatakan dominasi dari variabel bebas
dalam mempengaruhi variabel tidak bebasnya adalab @
jumlah pegawai daerah otonom. Jumlab penduduk murid
Sekolah Dasar, PDRB/kapita dan yang terkecil adalah usaba

pajak daerah.
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Selanjutnya bila dianalisis lebih mendalam dengan
melihat variabel-variabel bebas secara simultan sejauh
mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebasnva.

ternyata variabel-variabel bebas secara hbersama—sama

mempunyai pengaruh yang sangat nyata pada taraf nyata 17.

Hal ini bisa dilihat dari nilai F rasioc hitung
(Fo}) = 250,186 > Ft = 4,69. Konsekuensi logis dari hal
ini menunijukkan babhwa secara bersama-sama variatel

persentase penduduk pegawai dasgrah otonom, persentase
penduduk murid Sekolah Dasar, PDRE/kapita dan usaha pajak
daerah sangat nyata pengarﬁhnya terhadap Pendapatan vyang
Eerasal dari Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I Jdawa
Timur. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan
pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model. Kenyataan ini didukung besarnya nilai koefisien
determinasi. (Rz) yaitu sebesar 0,988%9, ini berarti bahwa
secara bersama—-sama keseluruhan variabel bebas yang
tercakup dalam model mampu menjielaskan pada variahel
tidak bebasnya sebesar 98,.80% sedang sisanya dipengaruhi

oleh faktor—faktor lain yang tidak tercakup dalam model.

Disamping uwji statistik diatas, selanjutnya aksan

dilakukan pendeteﬁsian gejala heterokedastis dan
auvtokorelasi. Dalam uraian ini pembuktian gejiala
heterokedastis menggunakan metoda Spearman Ranb

Correlation. Perbitungannya dapat dilihat dalam Tabel

111.11. Dari hasil perhitungan diperoleh:
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Tabel IIX.11

FERHITUNGAN ANALISIS SPEARMAN RANK CORRELATICN

ei P di? MSD  d2° PDO d3° UF d4° PDRE  dS°
13 1 144 1 144 a4 81 6 49 1 144
i1 2 8L 3 64 3 64 1 100 2 81
15 3 144 & 81 1 196 3 144 3 144
6 4 4 5 1 R e 4 4 4 4
8 s 9 S i ™S 9 5 9 & 9
9 6 T 25 & 9 2 100 & 9
14 7 49 7 49" 18V a9 4 7 49
10 8 4 g Gee 10 TauU gD o B 4
1 9 &4 9 &4 8 49 10 81 9 64

9 10 1 10 N A Ced 16 10 1
7 14 49 11 18Y 12 25 e 111 16
20 17 9 19 490 By Iy 9 12 60
16 20 16 15 L 3 324 9% 20 16 13 9
4 11 49 18 196 14 100 1B 196 14 100
= 12 81 19 256 15 144 7 16 15 144

5 13 64 20 25 16 121 11 36 16 121
17 18 4 17 o 17 o 9 64 17 0
i8 16 4 16 4 18 o 14 16 18 0
2 18 256 14 144 19 289 15 169 19 289
iz 19 289 12 0 20 &4 16 16 20 64
1330 1160 1302 1046 1316
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rsl = 1
to.1 = +
re2 = 0,;2782
to.2 = 0,02963
rs3 = 0,02105
to.3 = 0,08932
rs4 = 0,21353
to.4 = 00,9273
rso = 0,010527
to.n = 0,0444666

Selanjutnya apabila digunakan tigkat kepercayaan sebesar
17 dengan df = 18 maka besarnya tt = 2,5521. Dari
semua perhitungan ternyata to 4 tt dan secara statistik
dikatakan tiﬁak ada perbedaan yang signifikan atauw dapat

diartikan bahwa tidak terjadi heterocedastis dalam model

ini.

Selanjutnya untuk pendeteksian Autokorelasi dengan
menggunakan Metoda Durbin-Watson. Hasil estimasi
menunjukkan bahwa model tidak mangalami gangguan

autokorelasi. Hal ini ditandai dengan nilai uji Dul
sebesar 1,9393 jika dibandingkan dengan nilai kritis
(critical value) batas bawah (dl) sebesar 0,60 dan batas
atas (du) sebesar 1,74 pada tingkat keyakinan 99% atau

pada taraf nyata 1%.

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR FUSTAKA

Alfian lains, Pendapatan Daerah dalam Ekonomi (Jrde BRaru,
Prisma Ng.4, LPIES, Jakarta, 198%5.

Bappeda Tingkat I Jawa' Timur. Jawa Timur_ _Membangun _Eka
Dasawarsa 1969 — 1974.

Riro Keuangan dalam Angka. Pemerintah daerah Tingkat 1
Jawa Timur.

Brian Brinder, "Pengelolaan Keuangan Femerintah Daerah",
dalam Keuangan Pemerintah Daeyrah di Indonesia,
Universitas Indonesia, Jakarta, 198%.

C.5.T. Kamsil, Pokok—-Pokok Pemerintah di Dasgrah, AHksara
Baru, Jakarta, 1984.

Harrod K. lered, Local Goverment in Developing Contries.
seperti dikutip oleh Alfian Lains, "Pendapatan Daerah
dalam Ekonomi Orde BRaru", Prisma No.4, LF3IES, 1985,

Jawa Timur Membangun, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa
Timuyr, beberapa penerbitan.

Kenneth J. Davey, Pembiayaan Pemerintah Baerah, Fraktek -
Praktek Internasional dan Relevansinya bani Dunia fetiga.
Penerbit Universitas Indonesia, Jakartas, 1988.

kenneth J. Davey, "Hubungan Keuamgan FPusal - UVaerah di
Indonesia” dalam Keuangan Pemerintah Daei-ah di_ Indonesia:
Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1989.

Musgrave, RA dan Musgrave, PR, Public Finance in_ Theary
and Fractice, Fifth Edition, Mc. Graw Hill Rock Company,
New York, 1989.

Nick Devas, "Keuangan Femerintah Daerah di Indonesia:
Sehbuah Tinjauan Umum” dalam Keuangyan Pemerintah Dasrah di
Indonesia., UI -~ Press, Jakarta, 1989,

Murimansyah Hasibuan, "Otonomi dan Desentralisasi

Keuangan Daerah," Prisma No.8, LF3ES, Jakarta, 19721.

Ruby Indrakusuma, "Peranan Non Migas dalam NPBN," Skripsi
5-1, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya;
1987.

Shaw, G.K., "Hubungan Fiskal Antar Pemerintah”. dalam
Bustav F. Papanek, Ekonomi Indonpsia, PT. Gramedia.
Jakarta, 1987. :

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI



ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Statistik Keuvanqan Pemerintah Daerah Tingkat I
{Fropinsi),. BPS, Jakarta, beberapa penerbitan.

Sudradiat S.W., Menagenal Ekonometrika Pemula. CV. Armiko,
EBandung. 1984,

Suparmoko, Asas—asas Ilmu_Kevangan Negara, BFFE - HGEM,
Yogyakarta, 1984.

Susiyvati RB. Hirawan.,”Analisa Tentang Keuangan Daerah
Indonesia", Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXXIV,
No.i, 1986.

Sutrisno P.H., Dasar—-dasar 1llmu Keuangan Negara. Cetakan
Ketiga, BPFE - UGM, Yogyakarta, 1984.

Tirta Hidayat, "Aspek FPemerataan dari Subsidi  Regimnal”
dalam Ferspektif Daerah dalam Pembangunan MNasional ., Radan
Dtonomica FE ~ UI, Jdakarta, 1987.

Werner Z. Hirsch, The Economics of State and Logal
Boverment. Mc. Graw Hill Kook Company. New York, 1970,

SKRIPSI ANALISIS PENDAPATAN..... ROSANA MURNIATI



	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-1.halama-l
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-2.halama-
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-3.katap-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-4.daftar-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-5.abstrak
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-6.bab1-
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-7.bab2-a
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-8.bab3-s
	gdlhub-gdl-s1-2013-murniatiro-26050-10.dafta-a



